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 Dalam putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt isbat nikah diajukan 

dengan salah satu pihak telah meninggal dunia. Namun sejatinya ikatan perkawinan 

tersebut telah putus sesuai karena kematian sesuai dengan Pasal 113 KHI. Hakim 

mengabulkan pertimbangan maslahat. Mas}lah}ah mursalah adalah kemaslahatan 

yang nash al-Qur’an dan sunnah membiarkannya (tidak ada dalil yang 

membenarkan maupun menolak). Penelitian ini mengkaji kesesuaian pertimbangan 

hakim dengan kacamata mas{lah{ah mursalah. 

 Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research) dengan 

melakukan telaah kasus dalam sebuah  putusan pengadilan dan berkekuatan hukum 

tetap. Adapun sumber data primer yaitu salinan putusan pengadilan Nomor 

0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt yang didukung dengan sumber data sekunder berupa 

buku, dokumen, jurnal penelitian, dan data yang sudah ada. Data diperoleh 

menggunakan metode dokumentasi kemudian diolah menggunakan metode analisis 

data kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. 

 Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut berdasarkan aspek yuridis, 

filosofis, dan sosiologis. Dasar tersebut telah sesuai dengan konsep mas}lah}ah 

mursalah yaitu sebagai bentuk mas}lah}ah d{aru>riyya>t dalam hal h{ifz{ nasl, h{ifz{ ma>l, 

dan h{ifz{ nafs. Hakim melihat banyak mudarat yang dapat dicegah dan memiliki 

banyak kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fikih yaitu menolak kemudaratan lebih 

diutamakan daripada meraih kemaslahatan 

Kata Kunci : Isbat Nikah, Mas}lah}ah Mursalah  
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KEYAKINAN UNTUK SUKSES HARUS LEBIH BESAR DARIPADA 

KETAKUTAN UNTUK GAGAL
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

A. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

S|a S ث | Es (dengan titik di atas) 

 Jim J Je ج

 H}a H} Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

S}ad S ص } Es (dengan titik di bawah) 

 D}ad D} De (dengan titik di bawah) ض
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 T}a T} Te (dengan titik di bawah) ط

 Z}a Z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain …. ‘…. Koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 Ditulis Yahillu يَحِلُّ

 <Ditulis Illa أِلاَّ
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C. Vokal Pendek 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

--  َ --- 
Fathah 

Ditulis A 

--  َ --- Kasrah Ditulis I 

--  َ --- Ḍamah Ditulis U 

 

 

D. Vokal Panjang 

 <Ditulis La لاَّ

 Ditulis Ma>lu ماال َّ

Ditulis Fi فِيْ > 

 <Ditulis Bila بِلاا

 

E. Ta’ Marbuṭah 

 Ditulis Minhu مِنْة َََّّّ

 Ditulis al-‘A>dah Muh}akkamah مُحَكامَة َّ العَادَة َّ

 Ditulis asy-Syari>’ah Muh}akkamah مُحَكامَة َّ الشَّرِيْعَة 

 

F. Kata Sandang Alif dan Lam 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah.  

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti 

huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis 
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terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung atau hubung. 

Contoh: 

 Ditulis Al-Mas}lah}ah الماصْلاحَة َّ

 Ditulis Al-Mura>bah}ah الْمُرَابَحَة 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu.  

Contoh: 

 Ditulis Asy-Syari>’ah الشَّرِيْعَة 

 Ditulis Ad-D}aru>riyya>t الْضَرُورِيَّاتُ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Isbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan1. Menurut arti 

kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga akad2. 

Perkawinan adalah akad yang agung dan sakral antara pria dan wanita yang 

menjadikan kebolehan untuk berhubungan badan sebagai suami istri, untuk 

mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah3. 

  Secara istilah isbat nikah diartikan penetapan yang dilakukan 

Pengadilan Agama terhadap perkawinan dari sepasang suami istri yang 

sejatinya secara hukum Islam telah sesuai syarat sah serta rukun perkawinan 

sehingga jika dilihat secara hukum positif pernikahan tersebut adalah sah4. 

Dalam penafsiran lain isbat nikah merupakan metode dalam menetapkan 

sahnya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Isbat nikah menjadi sebuah ikhtiar 

hukum agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum5.  

                                                 
 1 Edi Gunawan Dan Budi Rahmat, “Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 18, 

No.2, 2018, hlm. 263. 

 2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 

36. 

 3 Hariyanto Hariyanto, “Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of 

Banjarnegara”, Ibda’: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 65. 

 4 Faizah Bafadha, “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut 

Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 5. 

 5 Nurhidayah, “Kajian Yuridis Penetapan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 

Watampone Kelas I B”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 132. 



2 

 

 

 

  Tujuan adanya isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah 

sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku6. Pengajuan isbat nikah harus didasarkan latar 

belakang dan dalih yang jelas serta konkrit. Pasal 7 KHI dicantumkan 

bahwa isbat nikah diajukan terbatas mengenai hal hal yang berkaitan 

dengan7: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. 

Hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya suatu 

perkawinan; d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974; e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 

tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974.  

  Bagir Manan menyatakan perkawinan yang belum dicatatkan tidak 

perlu dilakukan perkawinan ulang. Karena berdampak pada akibat hukum 

perkawinan sebelumnya, baik terkait kedudukan anak, harta perkawinan, 

maupun hal yang berkaitan dengan pihak ketiga. Atas dasar argumen ini 

maka pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah, melainkan hanya syarat 

administratif8. Dalam hukum Islam tidak ditemukan peraturan terkait isbat 

nikah. Begitupun pencatatan perkawinan belum memiliki perhatian khusus 

secara fiqh meski Islam menyetarakan perkawinan dengan perjanjian yang 

agung, seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa (3): 21: 

                                                 
 6 Armalina dan Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara 

Isbat Nikah”, Jurnal Solusi, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 23. 

 7 Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan 

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 65 

 8 Neng Djubaidah, Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan (Jakarta: Sinar 

grafika, 2012), hlm. 224 
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غالِيْظ اَّيْاااق امَِّّمِنْك مَّْوَّااخَذْناَّبَعْض ََّّاِلٰىَّبَعْضُك مَّْاافْضٰىَّوَقادَّْوَكايْفََّتَأْخُذ وْنَهَّ  
Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu 

telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka 

pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan 

pernikahan) denganmu?9 

  Di antara penyebab pencatatan perkawinan tidak menjadi perhatian 

dalam sejarah Islam yaitu, larangan menulis sesuatu selain al-Qur’an, 

mengutamakan budaya hafalan, tradisi tasyakuran pernikahan meskipun 

hanya seekor kambing, dan mayoritas pernikahan yang terjadi hanya 

berlangsung di antara penduduk lokal sehingga alat bukti selain saksi tidak 

dibutuhkan10.  

 Dalam perkara isbat nikah, dasar pertimbangan hakim bertumpu 

pada fakta-fakta di persidangan yang meyakinkan hakim bahwa para 

pemohon telah melangsungkan pernikahan didukung saksi dan bukti-bukti 

yang konkrit serta alasan pemohon mengajukan isbat nikah11. Terlebih 

terkait isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia. Karena 

dalam Pasal 113 KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: 

kematian, perceraian, dan putusan pengadilan12. Namun isbat nikah masih 

dapat diajukan meskipun sejatinya ikatan perkawinan tersebut telah putus 

dikarenakan kematian. 

  

                                                 
 9 Tim Penerjemah Kemenag RI, “Al-Quran Kemenag”, https://quran.kemenag.go.id 

diakses pada 30 September 2022  

 10 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 121. 

 11 Armalina dan Ardiana Hidayah, “Dasar Pertimbangan Hakim”, hlm. 31 

 12 Choirunnisa Nur N, dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali 

Perkawinan”, Sumarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 331. 
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 Dalam hal ini penulis mengkaji salah satu perkara isbat nikah yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto. Pemohon adalah ibu rumah 

tangga berumur 62 tahun berdomisili di Desa Banjaranyar, Kecamatan 

Pekuncen. Pemohon menikah dengan suami pemohon pada Januari 1974 

di Desa Pagarkarya Kecamatan Sukamerindu, Sumatera Selatan. 

Pernikahan dilakukan secara agama dengan menghadirkan wali dan dua 

orang saksi dan mahar berupa uang Rp. 50 secara tunai. Pada saat menikah 

pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus duda serta di 

antara keduanya tidak ada halangan perkawinan13.  

 Pemohon dan suami awalnya di Palembang selama 20 Tahun, 

kemudian pindah ke Desa Banjaranyar sampai sekarang dan dikaruniai 3 

orang anak. Pada tahun 2007 suami pemohon meninggal dunia karena 

sakit. Selama pernikahan baik pemohon maupun suami pemohon tidak 

pernah mendapat kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut memang 

tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Pekuncen dikarenakan 

pernikahan tersebut tidak dilakukan di wilayah Kecamatan Pekuncen14. 

 Pemohon melakukan pengajuan isbat nikah dengan alasan untuk 

kepentingan pembuatan akta lahir anak dan kepentingan hukum lainnya. 

Majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan 

pertimbangan dalam hal perlindungan terhadap anak dan istri agar tidak 

terlantar dan mengklasifikasikan bahwa isbat nikah tersebut bersifat 

                                                 
 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Nomor 

0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt 

 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Nomor 

0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt 
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keharusan berdasarkan pertimbangan maslahat, dengan asumsi 

perkawinan yang tidak tercatat akan mendatangkan banyak kerugian.  

 Secara etimologi mas}lah{at sama dengan manfaat. Antonimnya 

adalah mafsadat, yang berarti sesuatu yang rusak; suatu kemudaratan15. 

Imam Ghazali mengemukakan mas}lah{at pada hakikatnya mengambil 

manfaat dan menolak mud}arat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan 

syara’16. Kemaslahatan harus didasarkan pada tujuan syara’, sekalipun jika 

hal tersebut bertentangan dengan tujuan manusia. Karena seringkali 

manusia lebih mendasarkan pada hawa nafsu daripada syara’.  

 Mursalah secara etimologis diartikan sama dengan al-mut}laqah, 

yaitu sesuatu yang terlepas. Yang dimaksud adalah terlepas dari dalil, yaitu 

tidak ada dalil yang mengesahkan maupun menantangnya17. Disimpulkan 

mas}lah}ah mursalah yaitu mas}lah}ah yang tidak disebutkan di dalam nash 

tetapi nash tidak membenarkan atau menolaknya18. Mas}lah}ah mursalah 

dikenal juga istis}lah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh 

syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau 

meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan 

yang besar (kemaslahatan)19.  

                                                 
 15 Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadat Menurut Al-

Ghazali”, Jurnal Tsaqafah, Vol.13, No. 2, 2017, hlm. 358. 

 16 Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber 

Hukum”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 95 

 17 Imran Rasyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Suhuf, Vol. 24, 

No. 1, 2012, hlm. 20. 

 18 Imran Rasyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, hlm. 22 

 19 Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi 

Komparatif al-Thufi dan al-Ghazali”, Jurnal al’adalah, Vol. 14, No.2, 2017, hlm. 436. 
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 Mas}lah}ah mursalah mengkaji sebuah kasus dengan dasar 

kemaslahatan sehingga memunculkan sebuah hukum baru. Pendekatan ini 

bertumpu pada kasuistik yang tidak dibahas di dalam al-Qur’an dan 

sunnah. Dalam pembahasan ini isbat nikah dengan salah satu pihak sudah 

meninggal dunia merupakan permasalahan baru serta tidak dikupas di 

dalam al-Qur’an. 

 Atas dasar ini penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim 

dalam penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal 

dunia dengan melihat relevansinya menggunakan kacamata mas}lah}ah 

mursalah. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian dasar 

pertimbangan hakim dengan mas}lah}ah mursalah, apakah keputusan 

mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut sesuai dengan mas}lah}ah 

mursalah atau sebaliknya yaitu membawa lebih banyak mud}arat. Atas 

dasar latar belakang masalah tersebut, penulis akan menuangkan dalam 

bentuk skripsi berjudul “Penetapan Isbat Nikah dengan Salah Satu Pihak 

Telah Meninggal Dunia Perspektif Mas}lah}ah Mursalah (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt)”. 

B. Definisi Operasional  

 Guna mencegah adanya kesalahan makna dalam penggunaan istilah 

serta agar penelitian ini menjadi terarah maka penulis paparkan mengenai 

definisi operasional dalam kajian ini : 
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1. Isbat nikah  

Kata isbat dalam KBBI diartikan sebagai penetapan atau penentuan. 

isbat nikah yaitu penetapan mengenai keabsahan (kebenaran) nikah20. 

Maka disimpulkan isbat nikah yaitu proses penetapan nikah yang 

dilakukan Pengadilan atas perkawinan yang telah dilakukan oleh 

seorang pria dan wanita serta dinyatakan sah secara agama serta 

kepercayaan masing-masing pihak selama terpenuhinya syarat serta 

rukun perkawinan. Penelitian penulis berpijak pada penetapan isbat 

nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia. 

2. Mas}lah}ah mursalah 

Maslahat dalam KBBI adalah sesuatu yang mampu mendatangkan 

kebaikan (keselamatan dan sebagainya)21. Mas}lah}ah mursalah adalah 

melihat dari sisi maslahat atas sebuah permasalahan yang tidak ada nash 

baik al-Qur’an maupun sunnah yang mengatur maupun menentangnya.. 

Dalam hal ini penulis berdasar pada mas}lah}ah mursalah untuk mengkaji 

penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia.  

C. Rumusan Masalah 

  Berdasar permasalahan tersebut, berikut penulis paparkan mengenai 

rumasan masalah dalam kajian ini : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah dengan 

salah satu pihak telah meninggal dunia dalam putusan Nomor 

                                                 
 20 Tim Penyusun, “Kamus Besar Bahasa Indonesia daring”, https://kbbi.web.id/isbat.html, 

diakses pada 2 September 2022 

 21 Tim Penyusun, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, https://kbbi.web.id/maslahat.html, 

diakses pada 2 September 2022 
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0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt ? 

2. Bagaimana penetapan isbat nikah dengan salah satu pihak telah 

meninggal dunia pada putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt dilihat 

dari perspektif mas}lah}ah mursalah ? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

  Tujuan serta manfaat penelitian penulis yaitu : 

1. Memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam 

menyelesaikan perkara isbat nikah dengan salah satu pihak sudah 

meninggal dunia dalam putusan No.0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 

2. Memberikan pemahaman terkait relevansi penetapan isbat nikah 

dengan salah satu pihak sudah meninggal dunia perspektif mas}lah}ah 

mursalah 

Selanjutnya manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, berguna sebagai referensi di perpustakaan Universitas 

Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, dan bagi peneliti 

lain yang hendak melakukan kajian serupa, maupun bagi masyarakat 

dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis, bermanfaat untuk melengkapi salah satu syarat 

memperoleh gelar akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

E. Kajian Pustaka 

  Kajian pustaka adalah elemen amat penting di dalam sebuah 

penelitian. Pada bagian ini penulis mengkaji dan meninjau kembali literatur 
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terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Melalui kajian 

pustaka ini, penulis maupun pembaca dapat mengetahui perbedaan serta 

persamaan pokok bahasan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. 

  Jurnal Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah 

Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”22. Berisi 

pemaparan mengenai legalisasi isbat nikah dari perspektif fikih jika ditelaah 

atas KHI yaitu sisi maslahat dan dari sisi kepastian hukum. Untuk 

mengantisipasi adanya penyelundupan hukum, pengajuan isbat nikah 

tersebut harus disertai latar belakang serta alasan yang jelas, kemudian 

perkara tersebut diajukan secara kontentius, serta penetapannya harus 

diumumkan. 

  Skripsi berjudul “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara 

Contentious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan 

Agama Tanjung Karang No. 0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)” oleh Muhammad 

Fajrul Falah pada 201723. Proses penetapan isbat nikah perkara contentious 

sama dengan isbat nikah voluntair, namun dalam perkara contensious 

menjadikan pihak terlawan sebagai tergugat. Akibat hukum dari isbat nikah 

tersebut hakim menyatakan perkawinan tersebut sah baik dari sisi hukum 

positif dan hukum Islam serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut 

adalah sah.  

                                                 

 22 Ashadi L. Diab, “Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah 

Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11, No. 2, 2018. 

 23 Muhammad Fajrul Falah, “Proses Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkara Contensious 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 

0234/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”, skripsi tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan, 2017). 
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  Skripsi Rustanti Aulia Fadjartini, “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah 

dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah 

Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)” menjelaskan pertimbangan 

hakim untuk menolak atau menerima pengajuan isbat nikah harus merinci, 

terutama terkait syarat dan rukun perkawinan serta status para pihak24. 

Dalam pengajuan alat bukti saksi maupun dokumen pun hakim harus sangat 

teliti dalam menilainya. Konsekuensinya adalah jika pengajuan dikabulkan 

maka perkawinan dianggap sah berlaku sejak perkawinan dilaksanakan. 

Begitu juga dengan semua akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. 

  Skripsi oleh Ilham,“Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan 

Agama Warampone Kelas I A” yang menelusuri latar belakang dari 

berbagai perkara pengajuan isbat nikah yang terdapat di Pengadilan Agama 

Watampone, dasar hukum serta pandangan hakim untuk memutuskannya25. 

Dimana hakim mengabulkan permohonan atas perkawinan yang dianggap 

sudah sesuai syarat sah dan rukun perkawinan untuk kemudian diselesaikan 

dengan prosedur yang sesuai. 

  Untuk memberikan kemudahan, berikut penulis paparkan terkait 

persamaan dan perbedaannya: 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Ashadi L. Diab Legalisasi Nikah 

Sirri Melalui Isbat 

Jurnal Ashadi L. 

Diab dan skripsi 

Jurnal Ashadi L. Diab 

membahas tentang 

                                                 
 24 Rustanti Aulia Fadjartini, “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah dan Problematikanya 

(Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)”, skripsi 

tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif  Hidayatullah, 2017). 

 25 Ilham, “Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Warampone Kelas I 

A”, skripsi tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017). 
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Nikah Perspektif 

Fikih (Telaah 

Terhadap 

Kompilasi 

Hukum Islam) 

penulis memiliki 

persamaan yaitu 

membahas 

legalisasi nikah 

melalui isbat nikah 

hakikat isbat nikah di 

dalam fikih serta 

upaya yang dapat 

dilakukan untuk 

menghindari 

penyelundupan 

hukum dalam isbat 

nikah, sedangkan 

skripsi penulis 

mengkaji isbat nikah 

atas orang yang 

meninggal dunia 

dengan telaah kasus 

terhadap putusan 

pengadilan 

Muhammad 

Fajrul Falah 

Proses Penetapan 

Isbat Nikah 

Terhadap Perkara 

Contentious 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam 

(Analisis Putusan 

Pengadilan 

Agama Tanjung 

Karang No. 

0234/Pdt.G/2015/

PA.Tnk) 

 

Skripsi M. Fajrul 

Falah memiliki 

persamaan dengan 

skripsi penulis, 

yaitu meneliti 

peristiwa isbat 

nikah dalam suatu 

putusan 

pengadilan 

Skripsi M. Fajrul 

Falah mengkaji 

proses isbat nikah 

secara kontentius jika 

dibandingkan secara 

voluntair, dan objek 

kajiannya berupa 

putusan dari 

Pengadilan Agama 

Tanjung Karang. 

Sedangkan skripsi 

penulis berisi kajian 

mas{lah{ah mursalah 

terhadap isbat nikah 

orang yang 
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meninggal dunia 

menggunakan sebuah 

putusan dari 

Pengadilan Agama 

Purwokerto 

Rustanti Aulia 

Fadjartini 

Penyelesaian 

Perkara Isbat 

Nikah dan 

Problematikanya 

(Studi Analisis 

Terhadap 

Penetapan Isbat 

Nikah Pengadilan 

Agama Cilegon 

Tahun 2016) 

Skripsi penulis 

dengan yang 

ditulis Rustanti 

Aulia memiliki 

persamaan yaitu 

mengkaji 

pertimbangan 

hakim dalam 

memutus perkara 

isbat nikah 

Skripsi Rustanti 

Aulia mengkaji 

problematikan dan 

penyelesaian isbat 

nikah yang diajukan 

ke Pengadilan Agama 

Cilegon selama tahun 

2016, sedangkan 

skripsi penulis hanya 

menggunakan satu 

perkara yang terdapat 

di Pengadilan Agama 

Purwokerto 

Ilham Penyelesaian 

Perkara Isbat 

Nikah Di 

Pengadilan 

Agama 

Warampone 

Kelas I A 

Persamaan antara 

skripsi Ilham 

dengan skripsi 

penulis yaitu 

sama-sama 

mengkaji tentang 

pertimbangan 

hakim dalam 

menyelesaikan 

perkara isbat nikah 

Skripsi Ilham 

mengakaji 

pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan 

isbat nikah dengan 

mengambil beberapa 

perkara, sedangkan 

skripsi penulis hanya 

menggunakan satu 

perkara untuk 

dianalisis dengan 

mas{lah{ah mursalah 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian penulis tergolong penelitian kepustakaan (library 

research), merupakan penelitian dengan memakai berbagai bahan 

tertulis seperti buku, majalah, manuskrip, surat kabar, maupun 

dokumen yang lainnya26. Penelitian dilakukan dengan dasar teks 

tertulis, bukan dari informasi langsung di lapangan. Dalam kajian ini 

penulis mengupas mengenai penetapan nikah dengan salah satu pihak 

sudah meninggal dunia yang ditetapkan di Pengadilan Agama 

Purwokerto dengan menggunakan teori mas}lah}ah mursalah untuk 

mendapatkan dasar yang jelas apakah pertimbangan hukum dalam 

penetapan tersebut sesuai dengan prinsip maslahat atau justru 

sebaliknya.  

2. Sumber Data 

Terdapat 2 sumber data yang peneliti gunakan untuk menunjang 

penelitian, yaitu sumber data primer dan sekunder meliputi : 

a. Sumber Data Pokok/Primer 

Merupakan sumber data asli, biasanya memuat informasi atau data 

penelitian yang utama27. Sumber data primer berisi informasi pokok 

yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah salinan putusan No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. 

                                                 
 26 Adi Kusumastuti dan Ahmad M. K, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: Lembaga 

Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 4. 

 27 Adhi Kusumastuti dan Ahmad M. K, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 34. 
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b. Sumber Data Penunjang/Sekunder 

Yaitu sumber data yang mampu memberikan data-data kepada 

peneliti secara tidak langsung. Biasanya berupa tulisan maupun hasil 

penelitian yang dipublikasikan penulis yang secara tidak langsung 

melaksanakan penelitian atau dengan kata lain bukan penemu 

teori28. Dalam hal ini sumber data sekunder adalah penunjang 

sumber data primer. Untuk menunjang penelitian penulis, digunakan 

data sekunder yang didapat dari buku, dokumen-dokumen, jurnal 

penelitian, maupun data yang sudah ada. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini 

untuk memperoleh berbagai data. Dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dari suatu penelitian melalui dokumen-dokumen 

(informasi yang didokumentasikan), yaitu dapat berupa dokumen 

tertulis ataupun dokumen terekam29. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yaitu 

salinan Putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Selain itu, untuk 

mendukung penelitian penulis agar lebih terarah maka penulis juga 

membaca, memahami, serta memperoleh data dari berbagai buku, 

jurnal, artikel, ataupun laman lembaga yang bersangkutan. 

 

                                                 
 28 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 

41. 

 29 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm. 15. 
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4. Metode Analisis Data 

Yaitu metode penyusunan atau pengolahan data supaya bisa 

ditafsirkan lebih lanjut30. Analisis data adalah kegiatan mengatur, 

mengurutkan, serta mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu 

temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab31. Kajian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis 

terhadap fenomena sosial yang sedang berlangsung sehingga 

memperoleh gambaran yang tuntas dari peristiwa itu, atau dengan 

melakukan analisis terhadap makna yang ada dibalik data, informasi, 

serta proses dari fenomena sosial itu32. Analisis data yang dilakukan 

bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menyatukan satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan 

atas suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada33. 

Data yang telah diperoleh dari data primer berupa salinan 

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt 

serta ditunjang dengan buku-buku, jurnal, artikel, ataupun data 

sekunder lainnya, kemudian penulis mengembangkan dan mengelola 

data-data tersebut untuk selanjutnya diambil kesimpulan secara khusus. 

                                                 
 30 Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 

2012), hlm. 146. 

 31 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara. 

2013), hlm. 209. 

 32 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm. 94. 

 33 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 126. 
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Maka hasil analisis data penulis sajikan dalam bentuk uraian dan 

penjelasan perihal temuan hukum dari penelitian penulis. 

G. Sistematika Pembahasan 

  Dalam penyusunan penelitian penulis, tersusun dari 5 bab, yaitu Bab 

I (satu) sampai Bab V (lima) yang masing-masing memiliki fokus dan 

kriteria tersendiri akan tetapi saling berkesinambungan serta menyatu agar 

penulisan skripsi penulis menjadi sistematis dan terarah. Berikut sistematika 

pembahasan dari skrpsi penulis sebagai berikut : 

  Bab I Pendahuluan, yaitu bab dasar yang memaparkan garis besar 

penulisan. Bab I bermanfaat supaya pembaca memiliki pemahaman atas 

pemikiran dan maksud yang dituju oleh penulis. Bab I merupakan pondasi, 

dimana berisi rancangan atau rencana penelitian penulis yang disusun 

dengan sistematis dan terarah agar penelitian berjalan dengan terstruktur 

dan tidak melenceng dari tujuan yang diharapkan. Dalam Bab I dipaparkan 

mengenai latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, manfaat 

dan tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

  Bab II Landasan Teori, adalah bagian amat penting karena berisi 

kajian-kajian yang menjadi landasan dalam pemecahan masalah penelitian. 

Pada Bab II disajikan mengenai teori dasar yang memiliki kaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian agar peneliti memiliki pemahaman yang 

lebih merinci dan kompleks atas masalah yang akan diteliti. Selain itu juga 

supaya pembaca memahami dan mengerti mengenai landasan yang 
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digunakan penulis dan apa saja yang akan disajikan dalam penelitian ini. 

Dalam Bab II, peneliti menguraikan tinjauan umum isbat nikah dan 

mas}lah}ah mursalah. 

  Bab III, berisi mengenai gambaran umum mengenai putusan Nomor 

0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Termasuk di dalamnya profil Pengadilan Agama 

Purwokerto Kelas I A. Pemaparan Bab III ini dengan tujuan agar pembaca 

lebih mengetahui dan memahami perkara yang diteliti penulis serta 

mengenai Pengadilan Agama Purwokerto selaku tempat diputuskannya 

perkara yang dikaji. 

  Bab IV meliputi pembahasan dan analisis, memuat analisis penulis 

terhadap problematika yang diteliti. Dalam Bab IV ini dipaparkan mengenai 

analisis atas pertimbangan hukum hakim untuk menyelesaikan perkara No. 

0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt. Disini analisis penulis dilakukan dengan berpijak 

pada mas}lah}ah mursalah. Sehingga dari analisis ini dapat diketahui 

kesesuaian antara dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan 

perkara No. 0795/Pdt.G/PA.Pwt dengan konsep mas}lah}ah mursalah. 

  Bab V berisi kesimpulan serta saran, pada bagian ini juga sangat 

penting dilakukan guna mengetahui implikasi dari temuan penelitian 

penulis. Dalam Bab V penulis akan menyimpulkan temuan penulis atas 

dasar analisis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pada Bab V 

juga dipaparkan mengenai saran penulis, sehingga dapat memberikan 

gambaran kepada penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Isbat Nikah 

1. Pengertian Isbat Nikah 

   Isbat nikah terdiri dari dua kata dasar, yaitu isbat dan nikah. Kata 

isbat berasal dari bahasa Arab s{abata-yus{bitu-is{batan berarti penetapan, 

pengukuhan, pengiyaan (isbat)34. Pernikahan, atau dikenal juga perkawinan, 

adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk 

berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan diawali lafadz 

nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan dua kata tersebut35. Dari 

dua kata tersebut, isbat nikah berarti penetapan atas pernikahan yang telah 

dilakukan oleh suami istri. Secara terminologi, isbat nikah adalah penetapan 

suatu perkawinan36.  

   Isbat Nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

KMA/032/SK/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Tugas Pengadilan 

adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut 

syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang 

berwenang37. Isbat nikah secara umum adalah upaya legalisasi nikah yang 

                                                 
 34 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan 

Kepastian Hukum (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm. 143. 

 35 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana 

Publishing, 2015), hlm. 154 

 36 Edi Gunawan Dan Budi Rahmat, “Pelaksanaan Itsbat Nikah Paca Berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama”, Jurnal Hukum Dan 

Pemikiran, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm 263. 

 37 Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di 

Indonesia”, Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm. 139. 
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tidak tercatat melalui penetapan hakim di Pengadilan Agama38. Sejatinya 

pernikahan tersebut sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan 

syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan.   

2. Landasan Hukum Isbat Nikah 

  Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah 

memberikan solusi bagi perkawinan yang belum tercatatkan untuk 

melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.  

  Peraturan terkait isbat nikah juga diatur dalam Pasal 7 Kompilasi 

Hukum Islam, yaitu : 

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, 

dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama 

3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya akta nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

                                                 
 38 Ahmad Arif, “Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, Al-Ahwal, Vol. 13, 

No. 1, 2020, hlm. 80 
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d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 dan; 

a. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974; 

4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau 

istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan 

dengan perkawinan itu.  

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Isbat Nikah 

   Mengenai syarat pelaksanaan isbat nikah, tertuang dalam Pasal 7 

Kompilasi Hukum Islam, dimana isbat nikah yang boleh diajukan terbatas 

untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan mengenai 

keabsahan perkawinan, perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan, dan 

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan 

perkawinan39. 

   Namun rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris 

mewaris para istri dan anak anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi 

tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapati keputusan Pengadilan 

Agama yang menolak isbat nikah ketika suami telah meninggal dunia. 

Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami istri masih hidup, 

sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak 

termasuk alasan untuk diajukannya permohonan isbat nikah40. 

                                                 
 39 Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 7. 

 40 Neng Djubaidah, Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan,hlm. 223 
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   Tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan. Jika 

perkawinan tersebut dianggap memenuhi syarat secara yuridis, maka 

permohonan dapat dikabulkan. Jika tidak terpenuhi maka permohonan isbat 

nikah dapat ditolak. Meskipun begitu, hakim memiliki kewenangan untuk 

mempertimbangkan argumentasi logis terkait psikologis, sosiologis, 

maupun pertimbangan lain yang apabila tidak dikabulkan akan memberikan 

mudharat bagi para pihak maka majelis hakim dapat mengabulkan 

permohonan isbat nikah tersebut meskipun permohonan tersebut tidak 

memenuhi syarat secara yuridis41. 

4. Pedoman Pengajuan Isbat Nikah42 

a. Aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya 

perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat 

oleh PPN yang berwenang. 

b. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara 

tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. 

c. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa 

prosedur, Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam menangani 

permohonan isbat nikah 

d. Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan 

pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai 

berikut: 

                                                 
 41 Meita Djhohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam”, hlm. 140. 

 42 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

Buku II (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 148-149. 
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1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau 

salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang 

berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan 

Agama dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Dan 

permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan 

kepentingan jelas/konkrit 

2) Proses pemeriksaan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri 

besifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan 

tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri 

bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan 

upaya hukum kasasi. 

3) Proses pemeriksaiain permohonain isbait nikaih yaing diaijukain oleh 

sailaih seoraing suaimi aitaiu istri besifait kontentius dengain 

mendudukkain istri aitaiu suaimi yaing tidaik mengaijukain permohonain 

sebaigaii pihaik termohon, produknyai berupai putusain dain terhaidaip 

putusain tersebut daipait diaijukain upaiyai hukum bainding dain kaisaisi. 

4) AIpaibilai dailaim proses pemeriksaiain permohonain isbait nikaih dailaim 

aingkai (2) dain (3) tersebut diaitais tidaik diketaihui baihwai suaiminyai 

maisih terikait dailaim perkaiwinain yaing saih dengain perempuain laiin, 

maikai istri terdaihulu tersebut hairusai dijaidikain pihaik dailaim perkairai, 

permohonain tesebut hairus dinyaitaikain tidaik daipait diterimai. 

5) Permohonain isbait nikaih yaing dilaikukain oleh ainaik, waili nikaih, dain 

pihaik laiin yaing berkepentingain bersifait kontentius, dengain 
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mendudukkain suaimi dain istri dain/aitaiu aihli wairis laiin sebaigaii 

termohon 

6) Suaimi aitaiu istri yaing ditinggail maiti oleh istri aitaiu suaiminiyai, daipait 

mengaijukain permohonain isbait nikaih secairai kontentius dengain 

mendudukkain aihli wairis laiinnyai sebaigaii pihaik termohon, 

produknyai berupai putusain, dain aitais putusain atersebut daipait 

diupaiyaikain bainding dain kaisaisi. 

7) Dailaim hail suaimi aitaiu istri yaing ditinggail maiti tidaik mengetaihui aidai 

aihli wairiis laiin selaiin dirinyai, maikai permohonain isbait nikaih 

diaijukain secairai voluntaiiir produknyai berupai penetaipain. AIpaibilai 

permohonain tersebut ditolaik, maikai pemohon daipait mengaijukain 

upaiyai hukum kaisaisi. 

8) Oraing laiin yaing mempunyaii kepentingain dain tidaik menjaidi pihaik 

dailaim perkairai permohonain isbait nikaih tersebut dailaim aingkai (2) 

dain (6) daipait melaikukain perlaiwainain kepaidai Pengaidilain AIgaimai 

yaing memutus setelaih mengetaihui aidainyai penetaipain isbait nikaih. 

9) Oraing laiin yaing mempunyaii kepentingain dain tidaik menjaidi pihaik 

dailaim perkairai permohonain isbait nikaih tersebut dailaim aingkai (3). 

(4), dain (5) daipait mengaijukain intervensi kepaidai Pengaidilain AIgaimai 

yaing memeriksai perkairai isbait nikaih tersebut selaimai perkairai belum 

diputus. 

10) Pihaik laiin yaing mempunyaii kepentingain hukum dain tidaik menjaidi 

pihaik dailaim perkairai permohonain isbait nikaih tersebut dailaim aingkai 
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(3). (4), dain (5) sedaingkain permohonain tersebut telaih diputus oleh 

Pengaidilain AIgaimai daipait mengaijukain gugaitain pembaitailain 

perkaiwinain yaing telaih disaihkain oleh Pengaidilain AIgaimai tersebut. 

11) Ketuai Maijelis Haikim 3 hairi setelaih menerimai PMH, membuait PHAI 

sekailigus memerintaihkainai jurusitai penggainti untuk mengumumkain 

permohonain pengesaihain nikaih tersebut 14 hairi terhitung sejaik 

tainggail pengumumain paidai mediai maissai cetaik aitaiu elektronik aitaiu 

sekuraing-kuraingnyai diumumkain paidai paipain pengumumain 

Pengaidilain AIgaimai. 

12) Maijelis Haikim dailaim menetaipkain hairi sidang pailing laimbait 3 haihri 

setelaih beraikhirnyai pengumumain. Setelaih hairi pengumumain 

beraikhir, maijelis haikim segerai menetaipkain hairi sidaingi (hukum 

aicairai) 

13) Untuk keseraigaimain, aimair pengesaihain nikaih berbunyi sebaigaii 

berikut: 

-Menyaitaikain saih perkaiwinain aintairai …. dengain … yaing 

dilaiksainaikain paidai tainggail …. di ….. 

5. Tujuain Pelaiksainaiain Isbait Nikaih 

   Membaihais tujuain isbait nikaih saimai dengain membaihais tujuain 

hukum itu sendiri yaing sailaih saitunyai aidailaih memberi kemainfaiaitain. 

Menurut Gustaiv Raidbruch dailaim Theo Huijbers, dairi tigai tujuain hukum 

(yaiitu kepaistiain, keaidilain, dain kemainfaiaitain) keaidilain hairus menempaiti 

posisi yaing pertaimai. Kemainfaiaitain hukum sebaigaiimainai dikaitaikain oleh 
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Raidbruch yaiitu hukum aidailaih segailai yaing bergunai baigi raikyait. Sebaigaii 

baigiain dairi citai hukum, keaidilain dain kepaistiain hukum membutuhkain 

pelengkaip yaiitu kemainfaiaitain43. 

   Sebaigaiimainai tertuaing dailaim Paisail 7 KHI dain perundaing-undaingain 

laiin baihwai perkaiwinain hainyai daipait dibuktikain dengain aiktai nikaih, maikai 

isbait nikaih merupaikain solusi baigi pelaiku perkaiwinain tidaik tercaitait untuk 

mendaipaitkain aiktai nikaih. Keberaidaiain aiktai nikaih selaiin untuk melegailkain 

perkaiwinain secairai aigaimai dain hukum aidministraisi negairai, tetaipi jugai 

menjaidi legailitais yaing saih baigi kelengkaipain aidministraisi laiinnyai, seperti 

aidministraisi ainaik aitaiu pengaikuain aihli wairis44. Mengingait seseoraing aikain 

mengailaimi kegaigailain mendaipait kepaistiain hukum, hainyai kairenai tidaik 

daipait menunjukain bukti aiutentik tentaing identitais seseoraing45. 

6. Isbait Nikaih dain Kaiitainnyai dengain Pencaitaitain Perkaiwinain 

   Isbait nikaih dilaikukain terhaidaip perkaiwinain yaing tidaik tercaitait. Hail 

ini terjaidi kairenai beberaipai faiktor baiik aigaimai, hukum aitaiu aidministraisi 

pemerintaihain, aitaiu sosiail budaiyai dain ekonomi. Faiktor pemaihaimain aigaimai 

yaing turut melestairikain perkaiwinain tidaik dicaitait di aintairainyai

46: 

a. paindaingain pencaitaitain perkaiwinain tidaik diperintaihkain aigaimai 

b. paindaingain baihwai izin istri pertaimai dailaim poligaimi tidaik disyairaitkain 

aigaimai 

                                                 
 43 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta: Prenadamedia Group. 2014), hlm 149 

 44 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan 

Kepastian Hukum (Makassar: Humanities Genius, 2020), hlm 124 

 45 Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah, hlm 123 

 46 Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm 220 
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c. paindaingain baihwai praiktik nikaih mut’aih dibolehkain aigaimai 

d. paindaingain baihwai jaindai boleh menikaih tainpai izin waili 

e. keberaidaiain tokoh aigaimai sebaigaii aiktor utaimai yaing mengaiwinkain 

paisaingain tainpai dicaitaitkain 

Selaiin faiktor aigaimai, terdaipait pulai faiktor aidministraisi aitaiu 

birokraisi, diaintairainyai

47: 

a. pencaitaitain perkaiwinain dipaindaing maihail 

b. pencaitaitain perkaiwinain dipaindaing rumit dengain berbaigaii persyairaitain 

c. tidaik aidainyai pengairsipain yaing lengkaip, sehinggai merekai yaing 

kehilaingain buku nikaih daitainyai tidaik ditemukain 

d. tidaik aidainyai sistem terpaidu 

e. aiktai nikaih bisai digainti surait keteraingain sudaih menikaih dairi keluraihain 

f. aiktai kelaihirain bisai digainti dengain surait kenail laihir dairi keluraihain 

g. tidaik bisai memenuhi sailaih saitu syairait perkaiwinain, missail tidaik aidai 

KTP dain tidaik aidai izin dairi istri pertaimai 

h. tidaik memiliki aiktai ceraii kairenai beberaipai hail: tidaik mendaipait izin 

ceraii dairi aitaisain, diceraii siri naimun nikaih dicaitait, nikaih dain ceraii siri, 

staitus perkaiwinain digaintung suaimi. 

   Fungsi dain kedudukain pencaitaitain perkaiwinain menurut Prof. Dr. 

Baigir Mainain aidailaih untuk menjaimin ketertibain hukum (legail order) yaing 

berfungsi sebaigaii instrumen kepaistiain hukum, kemudaihain hukum, di 

saimping sebaigaii sailaih saitu ailait bukti perkaiwinain. Oleh kairenai itu, jikai 

                                                 
 47 Rachmadi Usman, Hukum Pencatatan Sipil, hlm 221 
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terjaidi perkaiwinain yaing saih menurut aigaimai, kairenai itu saih pulai menurut 

paisail 2 aiyait 1 tetaipi belum dicaitait, maikai cukup dilaikukain pencaitaitain48.  

   Meskipun dailaim hukum Islaim tidaik menyebutkain secairai rinci 

mengenaii pencaitaitain perkaiwinain, naimun hukum Islaim tidaik menaifikain 

aidainyai pencaitaitain perkaiwinain daipait meminimailisir kemudhairaitain yaing 

mungkin terjaidi di kemudiain hairi. Sailaih saitu rukun nikaih aidailaih duai oraing 

saiksi yaing aidil. Melailui rukun nikaih ini, staitus pencaitaitain perkaiwinain yaing 

dilaikukain oleh Pegaiwaii Pencaitait Nikaih daipait dihaidirkain melailui jailur 

saiksi yaing aidil. AIrgumentaisi seperti ini sesuaii dengain historis hukum 

perkaiwinain paidai maisai Naibi Muhaimmaid SAIW, saihaibait, dain hinggai 

maisuknyai Islaim. Dimainai paidai maisai Naibi Muhaimmaid SAIW dain khailifaih 

empait, praiktik perkaiwinain diketaihui oleh pairai aihli aigaimai.  

   Begitu jugai di Indonesiai, pairai ulaimai memiliki perain penting dailaim 

peristiwai perkaiwinain49. Termaisuk kebijaikain terkaiit pencaitaitain 

perkaiwinain ini. Dailaim suaitu kaiidaih fiqih disebutkain :  

 تصرفَّالمامَّعلىَّالرعيةَّمنوطَّبالمصلحةَّ

Kebijaikain seoraing pemimpin aitais raikyaitnyai bergaintung paidai 

kemaislaihaitain 50 

   Berdaisairkain dengain kaiidaih hukum di aitais, dain dikaiitkain dengain 

pencaitaitain perkaiwinain yaing diaitur dailaim Paisail 2 AIyait 2 UU No. 1 Taihun 

1974 sebaigaii normai hukum, yaing berbunyi “tiaip-tiaip perkaiwinain dicaitait 

                                                 
 48 Neng Djubaidah, Perkawinan Tidak Dicatat dan Pencatatan Perkawinan, hlm. 159 

 49 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Istana 

Publishing, 2015), hlm. 242. 

 50 Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh”, Madania, 

Vol XVIII, No. 1, 2014, hlm. 13 
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menurut peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku”. Terkaiit pentingnyai 

aiktai nikaih sebaigaii bukti aidainyai sebuaih perkaiwinain, sejailain dengain kaiidaih 

fiqhiyaih sebaigaii berikut :  

 الاابتَّبالبرهانَّكالاابتَّبالعيان

Sesuaitu yaing telaih ditetaipkain berdaisairkain bukti (keteraingain) 

sepaidain dengain yaing telaih ditetaipkain berdaisairkain kenyaitaiain51 

B. Tinjaiuain Umum Mais}laih}aih Mursailaih 

1. Definisi Mais}laih}aih 

Mais}laih}aih merupaikain bentuk mufraid dairi ail-mais{ailih52. Mais}laih}aih 

beraisail dairi kaitai s{ailaih{ dengain penaimbaihain ailif didepainnyai yaing secairai 

airti kaitai berairti baiik. AIdailaih maishdair dengain airti kaitai s{ailaih{ yaiitu mainfaiait 

aitaiu terlepais dairipaidainyai kerusaikain53. Dailaim Baihaisai AIraib, mais}laih}aih 

berairti perbuaitain yaing mendorong paidai kebaiikain mainusiai

54. AIntonimnyai 

aidailaih maifsaidait, yaiitu sesuaitu yaing membaiwai terhaipusnyai (sebaigiain aitaiu 

keseluruhain) maiqais{{id syairi>’aih55. Dailaim suaitu kaiidaih disebutkain : 

 دفعَّالمفاسدَّمقدمَّعلىَّجلبَّالمصاَّلح

Menolaik maifsaidaih didaihulukain dairipaidai meraiih maislaihait56 

Dailaim sumber laiin, mais}laih}aih aidailaih menairik mainfaiait aitaiu 

menolaik maidhairait57. Imaim Ghaizaili mendefinisikain mais}laih}aih sebaigaii 

                                                 
 51 Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh”, Mizani: 

Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 4, No. 7, 2017, hlm. 58 

 52 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 11. 

 53 Amir Syarifudddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 323. 

 54 Amir Syarifudddin, Ushul Fiqh, hlm. 324. 

 55 Akbar Sarif dan Ridzwan Akhmad, “Konsep Maslahah dan Mafsadat al Ghazali”, Jurnal 

Tsaqafah, Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 359 

 56 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada media grup, 2006). hlm. 29 

 57 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 

hlm.261 
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mengaimbil mainfaiait dain menolaik kemudhairaitain dailaim raingkai memelihairai 

tujuain-tujuain syairai’58. Dairi definisi tersebut, maikai kebaiikain aitaiu nilaii-nilaii 

yaing mengaindung kebaijikain hairus merujuk paidai terpelihairainyai limai hail 

(memelihairai aigaimai, aikail, kehidupain, keturunain, dain hairtai bendai) dain 

menghindairkain dairi hail-hail yaing mengaincaimnyai

59.  

Menurut AIl Khaiwairizmi, mais}laih}aih aidailaih memelihairai tujuain 

hukum Islaim dengain menolaik bencainai aitaiu kerusaikain yaing meraigukain 

dairi mainusiai. Sebaigaiimainai diketaihui baihwai tujuain hukum Islaim aidailaih 

untuk memelihairai aigaimai, aikhlaik, jiwai, dain keturunain60. Menurut Zaiky AId 

Din Syai’bain, mais}laih}aih aidailaih sesuaitu yaing ditetaipkain hukum paidainyai 

aikain berhaisil menairik mainfaiait dain menolaik mainfaiait dairi maikhluk, dain 

tidaik aidai dailil tertentu yaing menunjukainnyai, baiik yaing membenairkain 

maiupun membaitailkainnyai. Daipait disimpulkain, mais}laih}aih menurut syairai’ 

yaing menjaidi rujukain dain ukurainnyai aidailaih tujuain syairai’ (maiqais{id 

syairi’aih) tainpai melepaiskain tujuain dairi pemenuhain kebutuhain mainusiai 

yaiitu mendaipaitkain kesenaingain dain menghindairkain dairi kesengsairaiain61. 

2. Pembaigiain Mais}laih}aih 

  Ditinjaiu dairi segi keberaidaiainnyai maislaihaih menurut syairai’, maikai aihli 

ushul membaigi maislaihaih menjaidi tigai maicaim, yaiitu: 

a. ail mais}laih}aih ail mu’taibairaih  

                                                 
 58 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: 

Teras, 2011), hlm 94 

 59 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm 96 

 60 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 261 

 61 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 263 
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Yaiitu mais}laih}aih yaing dibenairkain/ditunjukkain oleh naish tertentu, 

mais}laih}aih ini daipait menjaidi pertimbaingain penetaipain hukum Islaim dain 

termaisuk ke dailaim kaijiain qiyais. Contoh dihairaimkainnyai maikainain dain 

minumain yaing memaibukkain sebaigaii bentuk pemelihairaiain aikail62. 

b. aIl mais}laih}aih ail mulghaih  

Yaiitu kemaislaihaitain yaing dibaitailkain oleh naish/dailil tertentu. 

Mais}laih}aih ini tidaik daipait dijaidikain pertimbaingain dailaim penetaipain 

hukum Islaim63. Sebaigaii contoh ketentuain yaing mempersaimaikain ainaik 

laiki-laiki dengain ainaik perempuain dailaim menerimai wairisain, dengain 

ailaisain kesaimaiain kedelaitain terhaidaip oraing tuainyai. Kemaislaihaitain 

tersebut tidaik bisai dipaikaii kairenai bertentaingain dengain syairiait 

sebaigaiimainai yaing terdaipait dailaim suraih ain-Nisai’(4) aiyait 11. 

c. AIl mais}laih}aih ail mursailaih  

AIdailaih kemaislaihaitain yaing tidaik ditemukain dailil tertentu yaing 

membenairkain maiupun menolaik/menggugurkainnyai

64. Sebaigaii contoh 

kemaislaihaitain ini seperti mensyairiaitkain pengaidaiain penjairai, mencetaik 

maitai uaing, pengumpulain ail-Qur’ain dain yaing laiinnyai. 

3. Definisi Mais}laih}aih Mursailaih 

   Mursailaih aidailaih isim maif’ul (objek) dairi fi’il maid{i raisailai dengain 

penaimbaihain ailif dipaingkailnyai sehinggai menjaidi airsailai, berairti terlepais 

                                                 
 62 Sutisna, dkk,  Panorama Maqashid Syariah (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 

hlm. 35 

 63 Sutisna, dkk,  Panorama Maqashid Syariah, hlm. 36 

 64 Sutisna, dkk,  Panorama Maqashid Syariah, hlm. 37 
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aitaiu bebais (dairi kaitai mut{laiqaih)65. Maiksudnyai, mais}laih}aih itu tidaik aidai dailil 

tertentu yaing membenairkain maiupun membaitailkainnyai. Maikai mais}laih}aih 

mursailaih secairai baihaisai berairti kemaislaihaitain yaing terlepais/bebais dairi 

keteraingain yaing menunjukain boleh aitaiu tidaiknyai dilaikukain66. Mais}laih}aih 

dailaim beberaipai literaitur aidai yaing menyebutnyai munaisib mursail, jugai ail 

istis{laih, dain ail-isti’dail ail-mursail 67. Pemaihaimain tentaing konsep mais}laih}aih 

mursailaih jugai berpedomain paidai sunnaih no. 32 kitaib airbai’in naiwaiwi yaing 

menyebutkain:  

هَِّصَلاىَّاللاهَُّضِيََّاللاهَُّعَنْهَُّااناَّرَسُوْلاَّاللاعَنَّْاابِيَّْسَعِيْدٍَّسَعْدِبْنَِّمَاَّلِكَِّبْنَِّسِنَانٍَّالْخٌذْرِيَِّّرَ

 عَلايْهَِّوَسَلامَّْقاالاَّلاضَرَرَوَلاضِرَار68َ

Tidaik memudairaitkain diri sendiri dain tidaik memudairaitkain oraing lain 

   Sunnaih tersebut bermaiknai menghaipus kerusaikain menurut syairiait 

Islaim69. AIsy Syaitibi menyaitaikain, mais}laih}aih mursailaih aidailaih setiaip prinsip 

hukum Islaim yaing tidaik ditunjukkain oleh nais tertentu, dain iai sejailain 

dengain tindaikain syairai’, maiknainyai diaimbil dairi dailil-dailil syairai’ maikai 

maislaihait itu benair, daipait dijaidikain laindaisain hukum Islaim dain dijaidikain 

tempait kembaili70. 

                                                 
 65 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Jakarta 

:Kencana, 2018), hlm. 117 

 66 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, hlm. 118 

 67 Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer, hlm. 119 

 68 Imam Nawawi, Al arba’in An nawawi (Surabaya: Al miftah, t.t), hlm. 25. 

 69 Oemar Moechthar, Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan 

Tujuan Hukum (Jakarta: Prenadamedia, 2020) hlm. 79. 

 70 Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat, Filsafat Hukum Islam dan Maqashid 

Syari’ah (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 161 
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   Menurut ail Ghaizaili, mais}laih}aih mursailaih aidailaih mais}laih}aih yaing 

naish ail-Qur’ain dain sunnaih membiairkainnyai (tidaik aidai dailil yaing 

membenairkain maiupun menolaik). Mais}laih}aih yaing dijaidikain pertimbaingain 

hukum aidailaih tujuain aitaiu maislaihaih menurut paindaingain Tuhain, bukain 

semaitai mais}laih}aih dailaim persepsi mainusiai

71.  

   Waihbaih Zuhaiili mengemukaikain, mais}laih}aih mursailaih aidailaih 

beberaipai sifait yaing sejailain dengain tujuain syairai’, tetaipi tidaik aidai dailil 

tertentu dairi syairai’ yaing membenairkain maiupun menggugurkain, dain 

dengain ditetaipkain hukum kepaidainyai aikain terciptai kemaislaihaitain dain 

tertolaik kerusaikain dairi mainusiai

72.  

   Muhaimmaid Muslehuddin mengairtikain mais}laih}aih mursailaih aidailaih 

kepentingain bersaimai yaing tidaik terbaitais, aitaiu kepentingain yaing tidaik aidai 

ketentuainnyai. Hail ini beraingkait dairi teori Imaim Mailik baihwai konsep 

syairiaih aidai untuk kepentingain bersaimai, maikai sesuaitu yaing memberikain 

kemainfaiaitain dain mencegaih kemudhairaitain bersaimai merupaikain sailaih saitu 

sumber syairiaih. Sumber bairu ini yaing dinaimaikain mais}laih}aih mursailaih 73. 

Dairi definisi mais}laih}aih mursailaih diaitais disimpulkain: 1) mais}laih}aih 

mursailaih aidailaih aidailaih sesuaitu yaing baiik menurut aikail dengain 

pertimbaingain daipait menimbulkain kebaiikain aitaiu menghindairkain 

keburukain baigi mainusiai. 2) AIpai yaing lebih menurut aikail itu jugai selairais 

                                                 
 71 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas 

Maslahah (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2015), hlm. 37. 

 72 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 

266 

 73 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

1991), hlm. 127 
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dain sejailain dengain tujuain syairai’ dailaim menetaipkain hukum. 3) AIpai yaing 

baiik menurut aikail dain selairais dengain tujuain syairai’ tersebut tidaik aidai 

petunjuk syairai’ yaing mengaikuinyai. Jaidi, mais}laih}aih mursailaih dibenairkain 

untuk digunaikain jikai maislaihaih mursailaih itu tidaik bertentaingain dengain 

prinsip umum untuk kepentingain publik dain diraisaikain mendesaik oleh 

maisyairaikait74. 

4. Klaisifikaisi Mais}laih}aih dairi Sisi Kekuaitain 

a. al  mais}laih}aih ail d{airu>riyyai >h 

yaiitu sesuaitu yaing hairus aidai dailaim mewujudkain kemaislaihaitain sgsms 

dain duniai, dimainai jikai hail tersebut tidaik aidai maikai menyebaibkain 

teraibaiikainnyai keselaimaitain75. Kemaislaihaitain ini keberaidaiainnyai saingait 

dibutuhkain oleh kehidupain mainusiai. Kaitegori mais}laih}aih ini meliputi 

limai bidaing, yaikni aigaimai, keturunan, jiwai, hairtai, dain aikail.  

b. al mas}lah}ah al h{{ajjiyyah 

aidailaih sesuaitu yaing dibutuhkain untuk kelonggairain dain 

menghilaingkain kesulitain, yaing daipait menyebaibkain teraibaiikainnyai 

sesuaitu yaing dicairi. AIpaibilai mais}laih}aih ini tidaik dilaikukain, maikai 

dikhaiwaitirkain aikain menyebaibkain kesulitain76. 

c. aIl mais}laih}aih ail taih{siniyyaih  

 aidailaih kemaislaihaitain yaing menunjaing peningkaitain mairtaibait hidup 

seseoraing dailaim maisyairaikait dain di haidaipain AIllaih Swt dailaim baitais 

                                                 
 74 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 267 

 75 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas 

Maslahah, hlm. 44. Lihat juga As Syatibi, al Muwafaqat, Vol 2, hlm. 6. 

 76 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam, hlm. 45 
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kewaijairain dain kepaitutain. Pengaibaiiain terhaidaip aispek taih{siniyyaih 

tidaik menimbulkain kehaincurain hidup mainusiai sebaigaiimainai ketiaidaiain 

aispek d{airu>riyyaih, sertai tidaik menimbulkain kesulitain sebaigaiimainai 

aispek h{aijjiyyah, naimun hainyai berkaiitain dengain aikhlaik muliai dain 

aidait yaing baiik77.  

Contoh aiplikaitif pembaigiain maislaihaih dailaim tigai tingkaitain78: 

Limai 

Unsur 

Pokok 

D{airu>riyyaih H{aijjiyyaih Taih{siniyyaih 

AIgaimai sholait limai 

waiktu 

Sholait jaimai’ 

dain qaishair baigi 

musaifir 

Mengikuti 

petunjuk aigaimai 

dain melengkaipi 

pelaiksainaiain 

kewaijibain paidai 

AIllaih Swt seperti 

menutup aiurait 

Jiwai Memenuhi 

kebutuhain 

pokok untuk 

bertaihain hidup 

Dibolehkainnyai 

berburu dain 

maikain minum 

yaing lezait 

Ditetaipkainnyai 

aidaib maikain dain 

minum 

AIkail Dihairaimkainnyai 

maikain dain 

minum yaing 

memaibukkain 

AInjurain untuk 

menuntut ilmu 

Menghindairkain 

diri dairi 

menghaiyail 

Keturunain Disyairiaitkainnyai 

nikaih dain 

lairaingain 

berzinai 

Diberikain haik 

tailaik baigi suaimi 

dain khulu’ baigi 

istri 

Disyairiaitkainnyai 

wailimaih dailaim 

perkaiwinain 

Hairtai Disyairiaitkainnyai 

taitai cairai 

pemilikain hairtai 

Disyairiaitkainnyai 

juail beli dengain 

cairai sailaim 

Menghindairkain 

diri dairi trainsaiksi 

yaing aidai unsur 

ghairai (spekulaisi) 

 

 

 

                                                 
 77 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam, hlm. 46 

 78 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam, hlm. 47 
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5. Kehujjaihain Mais}laih}aih Mursailaih sebaigaii Daisair Hukum 

   Imaim Syaiukaini menyaitaikain perbedaiain pendaipait dailaim kailaingain 

ulaimai mengenaii keaibsaihain mais}laih}aih mursailaih sebaigaii sumber hukum. 

Imaim Mailik menerimai secairai mutlaik. Imaim Syaifi’i dailaim Qaiul Qaidim 

menerimai mais}laih}aih mursailaih. Sebaigiain ulaimai Mailikiyaih menolaik baihwai 

Mailik memaindaing mais}laih}aih mursailaih sebaigaii hujjaih. Imaim Hainaifiyaih 

menolaiknyai sebaigaii hujjaih. Ulaimai kontemporer seperti Waihbaih Zuhaiili 

menyaitaikain baihwai ulaimai yaing menerimai mais}laih}aih sebaigaii hujjaih aidailaih 

ulaimai-ulaimai Mailikiyaih dain Hainaibilaih79.  

   Kelompok Hainaifiyaih menerimai mais}laih}aih mursailaih melailui jailur 

istihsain. Sedaingkain ulaimai yaing menolaiknyai menurut Waihbaih Zuhaiili 

aidailaih Zaihiriyaih, Syi’aih, Syaifi’iyaih, dain Ibn AIl-Naijib dairi Mailikiyaih. 

Metode istihsain yaing dipaikaii Hainaifiyaih aidailaih bentuk laiin mais}laih}aih 

mursailaih. Imaim Hainaifi menolaik qiyais dain mais}laih}aih mursailaih, paidaihail 

disaiait bersaimaiain iai menggunaikain istih{sain sebaigaii sailaih saitu dailil hukum. 

Disini hainyailaih mengenaii perbedaiain istilaih dain konsep yaing tentunyai 

melaihirkain perbedaiain pendaipait di kailaingain ulaimai meskipun beberaipai 

paidai haikikaitnyai saimai

80. 

   Penggunaiain mais}laih}aih mursailaih sebaigaii daisair pertimbaingain 

dailaim menentukain hukum paidai haikikaitnyai telaih ditemukain dailaim lintais 

sejairaih. Sebaigaiimainai diketaihui Siti ‘AIisyaih keluair dairi rumaihnyai dain 

                                                 
 79 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm 119. 

 80 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer,  hlm. 120. 
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melaiwain AIli, Ibn Taiymiyaih menegaiskain baihwai Siti ‘AIisyaih tidaik 

melainggair suraih AIl AIhzaib aiyait 33 (yaing menyuruh istri-istri naibi untuk 

tetaip beraidai di rumaih). Ibn Taiymiyaih menyaitaikain iai keluair demi 

kemaislaihaitain umait Islaim81.  

   Begitu pulai dengain Umair Bin Khaittaib, yaing pernaih meninggailkain 

ketetaipain baihwai tailaiq tigai dailaim saitu maijelis dihitung saitu menurut 

sunnaih dain ijmai’, tetaipi Umair menghitungnyai tigai sekailigus dain Umair 

tidaik melaikukain potong taingain paidai pencuri paidaihail aidai naish. Di aitais 

merupaikain beberaipai contoh tindaikain Umair yaing menurut sebaigiain ulaimai 

dilaikukain dengain pertimbaingain mais}laih}aih. AIbu Zaihraih mengaitaikain “Di 

aintairai saihaibait aidai yaing berijtihaid menggunaikain metode mais}laih}aih, dain 

tokoh utaimai merekai aidailaih Umair Bin Khaittaib”82. 

   Imaim Ghaizaili berpaindaingain baihwai mais}laih}aih hainyai sebaigaii 

metode pengaimbilain hukum, bukain menjaidi dailil aitaiu sumber hukum. 

Maikai beliaiu menjaidikain mais}laih}aih mursailaih sebaigaii dailil yaing maisih 

bergaintung dengain dailil yaing utaimai, yaiitu ail-Qur’ain, sunnaih, ijmai’, dain 

qiyais83. Mais}laih}aih yaing daipait diterimai aidailaih yaing tidaik bertentaingain 

dengain dailil dain tujuain syairai’, yaiitu tidaik didaisairkain paidai kecenderungain 

haiwai naipsu, bersifait subjektif, dain berkiblait paidai kepentingain penguaisai 

                                                 
 81 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm. 109 

 82 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm. 110 

 83 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Maslahah Mursalah dan 

Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 144. 
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aitaiu kelompok maisyairaikait tertentu, tetaipi hairus pairailel dengain tujuain 

syairai’84. 

Penailairain melailui ulaimai maimpu secairai berbedai dain relaitif dailaim 

menemukain maiksud syairai’. Jikai ini dilihait dairi maislaihait, maikai iai pun bisai 

ditemukain aitaiu digaili oleh aikail setelaih memperoleh petunjuk syairai’. 

Petunjuk syairai’ ini tidaik selailu aidai dailil jelais, bisai jugai tidaik aidai saimai 

sekaili. Ini yaing disebut mais}laih}aih mursailaih 85. AIdai empait hail yaing menjaidi 

tujuain dain mendorong fuqaihai dailaim menggunaikain mais}laih}aih mursailaih, 

yaiitu86: 

1. Jailb mais{{ailih (menairik maislaihait), yaiitu perkairai-perkairai yaing 

diperlukain maisyairaikait untuk membaingun kehidupain mainusiai di aitais 

pondaisi yaing kokoh. 

2. Dair’u maifais{id (menolaik maifsaidait), yaiitu perkairai-perkairai yaing 

memudhairaitkain mainusiai baiik individu maiupun kelompok, baiik maiteri 

maiupun morail. 

3. Syaidz dzairi’aih (menutup jailain), yaiitu menutup jailain yaing daipait 

membaiwai kepaidai perilaiku menyiai-nyiaikain perintaih syairi’aih dain 

memainipulaisinyai, aitaiu daipait membaiwai paidai lairaingain syairai’ 

meskipun tainpai sengaijai. 

                                                 
 84 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm. 107. 

 85 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm 108 

 86 Agus Hermanto, “Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi 

Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali), Al-‘Adalah, Vol. 14, No. 12, 2017, hlm. 445. 
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4. Taighaiyyur ail-aizmain (perubaihain zaimain), yaiitu kondisi mainusiai, 

aikhlaik-aikhlaik, dain tuntutain-tuntutain umum yaing berbedai dairi maisai 

sebelumnyai. 

Dailaim konteks kehidupain modern, mais}laih}aih saingait menentukain 

airaih percepaitain peraidaibain Islaim dailaim keterlibaitainnyai dengain isu-isu 

kontemporer87. AInailisis mais}laih}aih diainggaip maimpu mendobraik kebekuain 

hukum Islaim dain saingait straitegis dailaim mengeksploraisi dimensi-dimensi 

internail teks-teks yaing maisih mengendaip di bailik teks-teks ail-Qur’ain dain 

sunnaih yaing mengaindung begitu bainyaik maiknai dain airti. Mais}laih}aih jugai 

diainggaip maimpu merekonsiliaisikain kontraidiksi-kontraidiksi yaing terjaidi 

dailaim sebaigiain sumber hukum itu dengain relitais kekiniain.88

                                                 
 87 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm 113 

 88 Mudhofir Abdullah, Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-Isu Fiqh Kontemporer, hlm. 92 
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BAIB III 

PERKAIRAI NOMOR 0795/PDT.G/2022/PAI.PWT TENTAING ISBAIT 

NIKAIH DENGAIN SAILAIH SAITU PIHAIK TELAIH MENINGGAIL DUNIAI 

A. Profil Pengaidilain AIgaimai Purwokerto Kelais I AI 

1. Sejairaih Pengaidilain AIgaimai Purwokerto Kelais I AI

89 

Berdirinyai Pengaidilain AIgaimai Purwokerto tidaik lepais dairi 

peristiwai laihirnyai Kaibupaiten Bainyumais paidai 06 AIpril 1582. Peristiwai 

tersebut kemudiain dikukuhkain dengain Peraiturain Daieraih (PERDAI) 

Kaibupaiten Tingkait II Bainyumais Nomor 2 Taihun 1990. Pendirinyai 

aidailaih Raiden Joko Kaihimain yaing kemudiain menjaibait sebaigaii Bupaiti 

pertaimai dengain julukain AIdipaiti Mraipait. Kaibupaiten bainyumais beraidai 

di baiwaih keraijaiain Maitairaim yaing memiliki sistem menempaitkain 

bidaing aigaimai sebaigaii baigiain pemerintaihain umum. Paidai saiait itu 

dikenail Penghulu AIgeng dain Penghulu Kaibupaiten yaing berperain 

sebaigaii Haikim paidai maijelis Pengaidilain AIgaimai paidai maisai itu. 

Pengaidilain AIgaimai Purwokerto dibentuk paidai taihun 1947 

berkedudukain di  Kebon Dailem kemudiain paidai 1973 pindaih di Jailain 

Bairait Terminail. Paidai  2011 pindaih laigi di Jailain Gerilyai Nomor 7 AI 

Purwokerto saimpaii sekairaing. Paidai Taihun 2017 Pengaidilain AIgaimai 

Purwokerto mendaipait kenaiikain kelais dairi I B menjaidi I AI berdaisairkain 

Surait Keputusain Maihkaimaih AIgung RI No. 37/KMAI/SK/II/2017.  

                                                 
 89 Pengadilan Agama Purwokerto, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto”, 

https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan,diakses 

pada 16 November 2022 
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2. Visi dain Misi Pengaidilain AIgaimai Purwokerto Kelais I AI

90 

Visi : Mendukung Terwujudnyai Baidain Peraidilain Yaing AIgung Di 

Lingkungain Pengaidilain AIgaimai Purwokerto. 

Misi : 

a. Menjaigai kemaindiriain Pengaidilain AIgaimai Purwokerto 

b. Memberikain pelaiyainain hukum yaing berkeaidilain 

c. Meningkaitkain kuailitais SDM Pengaidilain AIgaimai Purwokerto 

d. Meningkaitkain kredibilitais dain trainspairainsi informaisi 

e. Meningkaitkain integritais dain wibaiwai Pengaidilain AIgaimai 

Purwokerto 

 

3. Struktur Orgainisaisi Pengaidilain AIgaimai Purwokerto Kelais I AI

91 

Pengaidilain AIgaimai Purwokerto Kelais I AI beraidai di baiwaih 

pengaiwaisain Maihkaimaih AIgung RI selaiku penyelenggairai kekuaisaiain 

kehaikimain tertinggi. Tugais pokok dain fungsi Pengaidilain AIgaimai 

Purwokerto Kelais I AI didaisairkain paidai paisail 49 UU No. 7 Taihun 1989 

tentaing Peraidilain AIgaimai yaing telaih diubaih dengain UU No. 50 Taihun 

2009. 

AIdaipun tugais pokok Peraidilain AIgaimai aidailaih memeriksai, 

menerimai, mengaidili, dain menyelesaiikain setiaip perkairai aintairai oraing 

Islaim dailaim bidaing perkaiwinain, wairis, waisiait, hibaih, waikaif, zaikait, 

infaiq, sodaiqoh, dain ekonomi syairiaih. Pelaiksainaiain tugais pokok dain 

fungsi Peraidilain AIgaimai tidaik daipait dipisaihkain dairi perain pegaiwaii 

                                                 
 90 Pengadilan Agama Purwokerto, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto”, 

https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visimisi, diakses pada 16 

November 2022. 

 91 Pengadilan Agama Purwokerto, “Pegawai Struktural Pengadilan Agama Purwokerto”,  

https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/pegawai/profil-pejabat-struktural, diakses 16 

November 2022 
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strukturail di dailaimnyai. Berikut struktur pegaiwaii Pengaidilain AIgaimai 

Purwokerto : 

Ketuai Drs. H. AIrinail, M.H. 

Waikil Ketuai H. Mursid, S.AIg, M.AIg. 

Haikim Drs. AIsnaiwi, S.H., M.H 

Drs. H. Naisiruddin, M.H 

Drs. H. Khaimimuddin, M.H 

Drs. Fuaid AImin, M.Si 

Drs. H. Sutejo, S.H.,M.H 

Drs. H. Risno 

Drs. H. Juhri, M.H. 

Drai. Teti Himaiti 

Drs. H. Mustofai Kaimil, M.H 

Drs. Faiisol Chaidid 

Drs. H. Imaim Khusaiini 

Painiterai Mokhaimmaid Miftaih. S.AIg. 

Painiterai Mudai Permohonain Hj. Sri Lestairi Waisis, SHI 

Painiterai Mudai Gugaitain AIrif Raichmainto, S.T., S.H 

Painiterai Mudai Hukum Sri Indaih Ichwainingsih, S.H. 

Sekretairis Slaimet Sutaidi, S.AIg 

Kaisubbaig Perencainaiain, TI, dain 

Pelaiporain 

Murwainto, S.E. 

Kaisubbaig Kepegaiwaiiain, 

Orgainisaisi, dain Taitailaiksainai 

Rokhimaih, S.H 

Kaisubbaig Umum dain Keuaingain Roisul AIlaim, SHI., M.H. 

Staiff AIdministraisi Register 

Perkairai 

Kaine Sudjairnoto. AI.Md. 

Painiterai Penggainti Ghofur Dwi Sulairso, S.H 

Susainto, S.H 

Caindrai Riski Hairiyunain, S.H 

Jurusitai/Jurusitai Penggainti AIgung Febri Setyaiwaintoro 

Nur AIliyaih 

Maislaichaih, S.H 

AIrnold Deviyainto, AI.Md 

AInailis Kepegaiwaiiain Leni Luvitaisairi, S.Sos 

Staiff Pengelolai BMN Debi Nuraini Maindiaintik, AI.Md 

 

4. Yurisdiksi Pengaidilain AIgaimai Purwokerto Kelais I AI

92 

                                                 
 92 Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I A, “Yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto”, 

https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yurisdiksi, diakses 17 

November 2022 
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Wilaiyaih Kaibupaiten Bainyumais terdaipait 2 Pengaidilain AIgaimai 

yaiitu Pengaidilain AIgaimai Purwokerto dain Pengaidilain AIgaimai 

Bainyumais. AIdaipun baitais wilaiyaih Kaibupaiten Bainyumais meliputi : 

a. Sebelaih utairai : Kaibupaiten Tegail dain Kaibupaiten Pemailaing 

b. Sebelaih selaitain : Kaibupaiten Cilaicaip 

c. Sebelaih bairait : Kaibupaiten Cilaicaip dain Kaibupaiten Brebes 

d. Sebelaih timur : Kaibupaiten Purbailinggai, Kaibupaiten Kebumen. 

Dain Kaibupaiten Bainjairnegairai 

Pembaigiain wilaiyaih hukum Pengaidilain AIgaimai Purwokerto 

Kelais I AI meliputi 16 kecaimaitain terdiri dairi 178 desai/keluraihain di 

Kaibupaiten Bainyumais yaiitu Kecaimaitain Gumelair, Lumbir, Waingon, 

Raiwailo, Jaitilaiwaing, AIjibairaing, Pekuncen, Baituraidden, Purwokerto 

Timur, Kedung Bainteng, Purwokerto Utairai, Purwojaiti, Purwokerto 

Selaitain, Purwokerto Bairait, Kairainglewais, sertai Cilongok. Sedaingkain 

wilaiyaih hukum Pengaidilain AIgaimai Bainyumais mencaikup 11 

kecaimaitain meliputi 148 desai dain 3 keluraihain. 

B. Tinjaiuain Umum Perkairai No. 0795/Pdt.G/2022/PAI.Pwt tentaing Isbait 

Nikaih Dengain Sailaih Saitu Pihaik Telaih Meninggail Duniai 

1. Identitais Pairai Pihaik93 

Perkairai yaing diaijukain oleh pemohon aidailaih pengaijuain isbait 

nikaih aitais pernikaihain yaing telaih dilaikukain dengain suaimi pemohon 

paidai taihun 1974. Paidai tainggail 12 Juni 2007 suaimi  pemohon 

meninggail duniai. Pemohon mengaijukain permohonain isbait nikaih paidai 

                                                 
 93 Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Perdata Agama Nomor 

0795/Pdt,G/2022/PA/Pwt 
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04 AIpril 2022 di Pengaidilain AIgaimai Purwokerto gunai kepentingain 

pembuaitain aiktai laihir 3 oraing ainaiknyai.  

Pengaijuain pengesaihain nikaih paidai aisailnyai merupaikain perkairai 

voluntaiir (permohonain), naimun dikairenaikain suaimi pemohon telaih 

meninggail duniai maikai pengaijuain pemohon diklaisifikaisikain sebaigaii 

perkairai sengketai (contentiosai) dengain mendudukkain aihli wairis 

sebaigaii pairai pihaik, dailaim hail ini yaiitu 3 ainaik pemohon dain suaimi 

pemohon meliputi Termohon I, Termohon II, dain Termohon III. 

a. Pemohon 

Naimai Pemohon 

Umur 62 taihun 

AIgaimai Islaim 

Pendidikain Sekolaih Daisair 

Pekerjaiain Ibu Rumaih Tainggai 

AIlaimait Rt 3 Rw 7 Desai Bainjairainyair Kec. Pekuncen 

Kaib. Bainyumais 

 

b. Termohon 

Termohon I Naimai Termohon I 

Umur 35 taihun 

AIgaimai Islaim 

Pendidikain SMP 

Pekerjaiain Ibu Rumaih Tainggai 

AIlaimait Perum Green Sairaibaiu Blok 

C/11 Rt 14 Rw 5 Desai 

Sairaibaiu Kec. Plered Kaib. 

Cirebon 

Termohon II Naimai Termohon II 

Umur 34 taihun 

AIgaimai Islaim 

Pendidikain SMP 

Pekerjaiain Kairyaiwain 
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AIlaimait Rt 3 Rw 7 Desai 

Bainjairainyair Kec. 

Pekuncen Kaib. Bainyumais 

Termohon III Naimai Termohon III 

Umur 30 taihun 

AIgaimai Islaim 

Pendidikain SLTAI 

Pekerjaiain Daigaing 

AIlaimait Rt 3 Rw 7 Desai 

Bainjairainyair Kec. 

Pekuncen Kaib. Bainyumais 

 

2. Duduk Perkairai

94 

Pemohon yaing berstaitus peraiwain telaih menikaih dengain suaimi 

pemohon yaing berstaitus dudai ainaik 1 paidai taihun 1974 menurut taitaicairai 

aigaimai Islaim di Desai Paigair Kaiyai Kec. Sukaimerindu Kaib. Laihait Prov. 

Sumaiterai Selaitain dengain duai oraing saiksi dain mais kaiwin berupai uaing 

tunaii sebesair Rp. 50,00 dibaiyair tunaii. Setelaih menikaih pemohon dain 

suaimi pemohon tinggail di Desai Paigair Kaiyai selaimai 20 taihun saimpaii 

kemudiain pindaih di rumaih bersaimai di Rt 3 Rw 7 Desai Bainjairainyair 

Kec. Pekuncen Kaib. Bainyumais dain dikairuniaii 3 oraing ainaik. Naimun 

aidai taihun 2007 suaimi pemohon meninggail duniai kairenai saikit. 

Selaimai pernikaihain pemohon dain suaimi tidaik pernaih mendaipait 

kutipain aiktai nikaih dairi KUAI Kec. Pekuncen, dikairenaikain pernikaihain 

tersebut tidaik dilaikukain di wilaiyaih Kec. Pekuncen sebaigaiimainai terterai 

dailaim Surait Keteraingain No.: B-0261/Kuai.11.02.15/PW.01/03/2022. 

AItais daisair hail tersebut pemohon mengaijukain penetaipain nikaih dairi 

                                                 
 94 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Agama 

Nomor 0795/Pdt,G/2022/PA/Pwt 
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Pengaidilain AIgaimai Purwokerto untuk keperluain mengurus aiktai laihir 

ainaik-ainaik pemohon dain keperluain hukum laiinnya i. 

Dailaim persidaingain pairai termohon membenairkain semuai yaing 

disaimpaiikain pemohon dailaim surait permohonainnyai dain tidaik 

keberaitain aitais permohonain pemohon sehinggai jaiwaib menjaiwaib 

selainjutnyai tidaik diperlukain laigi. Untuk meneguhkain dailil 

permohonainnyai, pemohon mengaijukain ailait bukti berupai surait-surait 

dain saiksi-saiksi : 

AIlait bukti surait 1. Fotokopi Kairtu Taindai Penduduk Pemohon 

2. Fotokopi Kairtu Taindai Penduduk Termohon I 

3. Fotokopi Kairtu Taindai Penduduk Termohon II 

4. Fotokopi Kairtu Taindai Penduduk Termohon III 

5. Fotokopi Kairtu Keluairgai aitais naimai kepailai 

keluairgai suaimi pemohon 

6. Fotokopi surait keteraingain kemaitiain suaimi 

pemohon 

7. AIsli surait keteraingain paisaingain suaimi istri yaing 

dikeluairkain Kepailai Desai Bainjairainyair 

8. AIsli surait keteraingain menikaih tidaik tercaitait 

yaing dikeluairkain Kepailai KUAI Kec. Pekuncen 

9. Fotokopi surait keteraingain kaiwin yaing 

dikeluairkain Khotob Link. IV Paisair Paigair AIlaim 

AIlait bukti 

saiksi 

1. Saiksi 1 Umur 42 taihun, aigaimai Islaim, pekerjaiain 

wiraiswaistai, ailaimait Rt 3 Rw 7 Desai 

Bainjairainyair Kec. Pekuncen Kaib. Bainyumais 

2. Saiksi 2 Umur 36 taihun, aigaimai Islaim, pekerjaiain 

ibu rumaih tainggai, ailaimait Rt 3 Rw 7 Desai 

Bainjairainyair Kec. Pekuncen Kaib. Bainyumais 

 

 

3. Putusain 

Dailaim hail memutuskain permohonain pengesaihain nikaih 

pemohon, maijelis haikim mempertimbaingkain : 
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a. AItais daisair ailait bukti dain saiksi ditemukain faiktai hukum baihwai 

pernikaihain pemohon dain suaimi pemohon benair-benair telaih terjaidi 

dain saih secairai aigaimai naimun tidaik tercaitait di KUAI Kec. Pekuncen. 

b. Pemohon mempunyaii kepentingain hukum, mempunyaii hubungain 

hukum dengain pairai termohon dain berkuailitais sebaigaii pihaik yaing 

mengaijukain perkairai 

c. Pengesaihain didaisairkain paidai Paisail 7 aiyait 3 Kompilaisi Hukum 

Islaim huruf (e), baihwai isbait nikaih daipait diaijukain oleh merekai yaing 

tidaik memiliki hailaingain perkaiwinain 

d. Melihait secairai kaisuistik baihwai pengesaihain nikaih dailaiml hail ini 

telaih saimpaii paidai tingkait kehairusain (dha iruriyaih) dain merupaikain 

bentuk perlindungain terhaidaip ainaik dain istri 

Setelaih melewaiti persidaingain dain berbaigaii pertimbaingain, 

haikim memutuskain perkairai paidai hairi Senin, 25 AIpril 2022 dengain 

haisil menyaitaikain saih perkaiwinain aintairai pemohon dain suaimi pemohon 

sertai memerintaihkain Kepailai Kaintor Urusain AIgaimai Kec. Pekuncen 

untuk mencaitait pernikaihain pemohon dengain suaimi pemohon. 
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BAIB IV 

PEMBAIHAISAIN DAIN AINAILISIS 

A. Pertimbaingain Haikim Pengaidilain AIgaimai Purwokerto dailaim Perkairai 

Isbait Nikaih dengain Sailaih Saitu Pihaik Telaih Meninggail Duniai dailaim 

Putusain Nomor 0795/Pdt.G/2022/PAI.PWT 

Menimbaing, baihwai maiksud dain tujuain permohonain pemohon aidailaih 

sebaigaiimainai yaing telaih diuraiikain di aitais; 

Menimbaing, baihwai sehubungain suaimi pemohon telaih meninggail 

duniai dain meninggailkain aihli wairis, yaiitu ainaik dairi perkaiwinain pemohon 

dengain suaimi pemohon, maikai permohonain isbait nikaih pemohon dengain 

suaimi pemohon diklaisifikaisikain sebaigaii perkairai sengketai (contentiosai) dain 

ainaik-ainaik dairi perkaiwinain pemohon dengain suaimi pemohon didudukkain 

sebaigaii pihaik, sehinggai pengumumain aidainyai permohonain isbait nikaih tidaik 

diperlukain, dikairenaikain pihaik yaing berkepentingain aitais aidainyai permohonain 

tersebut dijaidikain pihaik dailaim perkairai ai quo; 

Menimbaing, baihwai kondisi perkairai ini tidaiklaih sepenuhnyai  bersifait 

kontentius, sehinggai tergolong dailaim sengketai yaing dikecuailikain dairi 

kewaijibain penyelesaiiain melailui mediaisi sesuaii dengain ketentuain Paisail 4 aiyait 

(2) huruf d Permai Nomor 1 Taihun 2016 tentaing prosedur mediaisi di 

Pengaidilain 

Menimbaing, berdaisairkain Paisail 49 (ai) Undaing-Undaing No. 7 Taihun 

1989 sebaigaiimainai telaih diubaih teraikhir dengain Undaing-Undaing No. 50 

Taihun 2009 tentaing Peraidilain AIgaimai, PengaidilainAIgaimai bertugais dain 
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berwenaing memeriksai, memutus, dain menyelesaiikain perkairai di tingkait 

pertaimai aintairai oraing-oraing yaing beraigaimai Islaim, di aintairainyai bidaing 

perkaiwinain yaing sailaih saitunyai perkairai permohonain isbait nikaih aitaiu 

penetaipain saihnyai suaitu perkaiwinain baigi oraing-oraing yaing beraigaimai Islaim; 

Menimbaing, baihwai dailaim pokok perkairai ai quo, mendaililkain baihwai 

pemohon dengain laiki-laiki bernaimai suaimi pemohon telaih menikaih menurut 

aigaimai Islaim di wilaiyaih hukum Pengaidilain AIgaimai Laihait paidai bulain Jainuairi 

Taihun 1974, dain perkaiwinain tersebut bairu tercaitait oleh Khotib Link IV Paisair 

Paigair AIlaim dengain Surait Keteraingain Kaiwin Nomor 005/Ket/1976, dain 

pemohoon sekairaing sudaih pindaih di wilaiyaih Kec. Pekuncen sehinggai tidaik 

tercaitait di Kaintor Urusain AIgaimai tersebut, sedaingkain pemohon saingait 

membutuhkain bukti nikaih tersebut sebaigaii bukti perkaiwinain sertai keperluain 

hukum laiinnyai, oleh kairenai itu Pengaidilain AIgaimai Purwokerto berwenaing 

memeriksai dain mengaidili perkairai tersebut; 

Menimbaing, baihwai sebelum mempertimbaingkain pokok perkairai, 

terlebih daihulu aikain dipertimbaingkain aipaikaih pemohon mempunyaii 

kepentingain hukum dain berkuailitais sebaigaii legitimai staindi in judicio dailaim 

perkairai ai quo; 

Menimbaing, baihwai pemohon dengain laiki-laiki bernaimai AIhmaidi ailiais 

AIkhmaidi bin Sainmursid aidailaih suaimi isteri yaing telaih melaingsungkain 

perkaiwinain secairai Islaim naimun bairu tercaitait oleh Khotib setempait. Naimun 

tidaik tercaitait di Kaintor Urusain AIgaimai Pekuncen, sehinggai perkaiwinain 

pemohon dengain suaiminyai tidaik mempunyaii kekuaitain hukum, dain pairai 
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termohon aidailaih keturunain/aihli wairis dairi pemohon dain suaiminyai tersebut, 

maikai Pengaidilain berpendaipait baihwai pemohon aidailaih pihaik yaing 

berkepentingain dain mempunyaii hubungain hukum dengain pairai termohon sertai 

berkuailitais sebaigaii pihaik yaing mengaijukain perkairai (legitimai personai staindi 

in judicio), meskipun hubungain hukum aidainyai perkaiwinain yaing saih aintairai 

pemohon dengain suaiminyai tersebut aikain diperiksai dain dipertimbaingkain lebih 

lainjut dailaim perkairai ai quo; 

Menimbaing, naihwai berdaisairkain Paisail 7 aiyait 3 huruf (d) dain (e) 

Kompilaisi Hukum Islaim yaiitu isbait nikaih yaing daipait diaijukain ke Pengaidilain 

AIgaimai terbaitais, sailaih saitunyai aidailaih aidainyai perkaiwinain yaing terjaidi 

sebelum berlaikunyai Undaing-Undaing No. 1 Taihun 1974 tentaing Perkaiwinain 

sertai perkaiwinain yaing dilaikukain oleh merekai yaing tidaik mempunyaii 

hailaingain perkaiwinain menurut Undaing-Undaing No, 1 Taihun 1974 tentaing 

Perkaiwinain, oleh kairenai itu Pengaidilain berpendaipait perkairai ini daipait 

diaijukain untuk diperiksai; 

Menimbaing, baihwai dailil-dailil permohonain pemohon, telaih dibenairkain 

dain diaikui seluruhnyai oleh pairai termohon secairai murni dain tegais (expressis 

verbis) sehinggai mempunyaii nilaii kekuaitain pembuktiain yaing sempurnai, 

mengikait, dain menentukain (volledig, bindende beslissende bewiskraicht), 

naimun oleh kairenai perkairai ini berkaiitain dengain hukum aitaiu legailitais hukum, 

maikai kepaidai pemohon tetaip dibebaini kewaijibain untuk membuktikain dailil-

dailil permohonainnyai sesuaii ketentuain Paisail 163 HIR; 
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Menimbaing, baihwai untuk menguaitkain dailil permohonainnyai, 

pemohon telaih mengaijukain bukti P1 saimpaii dengain P 9 yaing telaih  diberi 

maiteraii cukup sertai telaih cocok dengain aislinyai, oleh kairenai bukti tersebut 

telaih memenuhi Paisail 2 aiyait (3) Undaing-Undaing No. 13 Taihun 1985 jo 

Undaing-Undaing Nom. 10 Taihun 2020 tentaing Beai Maiteraii jo Paisail 1888 

KUHPerdaitai dain daipait dijaidikain ailait bukti; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain bukti P 1 saimpaii P 4 berupai Kairtu 

Taindai Penduduk pemohon dain pairai termohon, terbukti baihwai pemohon dain 

pairai termohon bertempait tinggail di wilaiyaih hukum Pengaidilain AIgaimai 

Purwokerto, oleh kairenainyai menjaidi kewenaingain relaitif Pengaidilain AIgaimai 

Purwokerto; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain bukti P 5 berupai Kairtu Keluairgai yaing 

dikeluairkain oleh Kepailai Dindukcaipil Kaibupaiten Bainyumais terbukti baihwai 

pemohon dain termohon II sertai termohon III maisuk dailaim saitu keluairgai yaing 

memiliki hubungain hukum sebaigaii ibu dain ainaik; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain bukti P 6 berupai Surait Kemaitiain yaing 

dikeluairkain oleh Kepailai Keluraihain/Desai setempait, terbukti baihwai suaimi 

pemohon telaih meninggail duniai; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain bukti P 7 berupai Surait Keteraingain  

Paisaingain Suaimi Istri yaing dikeluairkain oleh kepailai keluraihain/desai setempait, 

terbukti baihwai pemohon  dengain suaimi pemohon aidailaih paisaingain suaimi istri; 

Menimbaing baihwai, berdaisairkain bukti P 8 berupai Surait Keteraingain 

Kepailai Kaintor Urusain AIgaimai Kecaimaitain Pekuncen, Kabupaiten Bainyumais, 
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terbukti baihwai pemohon benair-benair telaih menikaih secairai aigaimai dain 

pernikaihainnyai tidaik tercaitait di Kaintor Urusain AIgaimai tersebut; 

Menimbaing baihwai, berdaisairkain bukti P 9 berupai Surait Keteraingain 

Kaiwin terbukti baihwai pemohon dengain AIhmaidi benair-benair telaih menikaih 

secairai aigaimai dain pernikaihainnyai tercaitait oleh Khotib Link IV Paisair Paigair 

AIlaim; 

Menimbaing, baihwai selailin bukti surait, pemohon telaih menmghaidirkain 

2 (duai) oraing saiksi di persidaingain dain keduai saiksi tersebut sudaih dewaisai dain 

sudaih disumpaih, sehinggai memenuhi syairait formil sebaigaiimainai dimaiksud 

Paisail 144, 145, 146, dain 147 HIR; 

Menimbaing, baihwai keteraingain pairai saiksi pemohon mengenaii aidainyai 

aikaid pernikaihain pemohon dengain laiki-laiki bernaimai suaimi pemohon aidailaih 

faiktai yaing didengair laingsung dairi pemohon dain diketaihui dairi dokumen surait 

keteraingain kaiwin yaing kebenairainnyai diyaikini pairai saiksi baihwai pernikaihain 

pemohon dengain laiki-laiki tersebut di aitais benair-benair telaih terjaidi, oleh 

kairenai itu Pengaidilain menilaii baihwai secairai maiteriil memiliki kekuaitain dailil 

pembuktiain; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain bukti-bukti yaing telaih 

dipertimbaingkain di aitais, maikai Pengaidilain telaih daipait menemukain faiktai di 

persidaingain yaing paidai pokoknyai sebaigaii berikut: 

- Baihwai pemohon telaih terjaidi aikaid perninkaihain dengain suaiminyai yaing 

bernaimai suaimi pemohon; 
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- Baihwai pernikaihain pemohon dengain suaiminyai dilaiksainaikain paidai sekitair 

Jainuairi taihun 1974 dengain waili nikaih bernaimai Waili Nikaih yaing 

disaiksikain oleh 2 (duai) oraing saiksi yaiitu Saiksi I dain Saiksi II sertai dengain 

maihair berupai uaing sebesair Rp 50,00 (limai puluh rupiaih) dibaiyair tunaii; 

- Baihwai saiait menikaih staitus pemohon aidailaih peraiwain dain suaiminyai dudai 

ceraii; 

- Baihwai selaimai pernikaihain tersebut pemohon dain suaiminyai tidaik pernaih 

berceraii dain tidaik pernaih pindaih aigaimai sertai tidaik pernaih aidai maisyairaikait 

dain/aitaiu pihaik laiin yaing meraisai keberaitain aitais pernikaihainnyai; 

- Baihwai selaimai pernikaihain permohon dain suaiminyai dikairuniaii 3 (tigai) 

oraing ainaik yaiitu pairai termohon; 

- Baihwai kepentingain diaijukainnyai permohonain isbait nikaih pemohon aidailaih 

untuk mendaipaitkain kepaistiain hukum dain kepentingain mengurus aiktai 

kelaihirain ainaik-ainaiknyai; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain faiktai-faiktai tersebut di aitais telaih 

daipait ditemukain faiktai-faiktai hukum baihwai pemohon telaih melaingsungkain 

perkaiwinain dengain suaiminyai yaing bernaimai suaimi pemohon secairai Islaim 

paidai bulain Jainuairi taihun 1974 di Wilaiyaih Hukum Kaintor Urusain AIgaimai 

Kecaimaitain Sukaimerindu Kaibupaiten Laihait, telaih memenuhi rukun dain syairait-

syairaitnyai, aidai pengucaipain ijail qaibul, waili nikaih, saiksi-saiksi, dain tidaik 

terdaipait lairaingain secairai syair’i, tidaik terikait oleh perkaiwinain laiinnyai, naimun 

perkaiwinain tersebut bairu tercaitait melailui Khotib Link. IV Paisair Paigair AIlaim 
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paidai maisai itu, dain selainjutnyai pindaih ke Pekuncen tidaik dicaitaitkain melailui 

Kaintor Urusain AIgaimai setempait; 

Menimbaing, baihwai setelaih berlaikunyai Undaing-Undaing No. 7 taihun 

1989 tentaing Peraidilain AIgaimai, permohonain isbait nikaih didaisairkain aitais 

penjelaisain Paisail 49 aiyait (2) yaing menjelaiskain baihwai yaing dimaiksud bidaing 

perkaiwinain sebaigaiimainai yaing diaitur dailaim Undaing-Undaing No. 1 taihun 

1974 tentaing Perkaiwinain aintairai laiin meliputi putusain tentaing saihnyai 

perkaiwinain yaing terjaidi sebelum taihun 1974. Penjelaisain yaing saimai jugai 

ditegaiskain Undaing-Undaing No. 3 Taihun 2006 tentaing Perubaihain AItais 

Undaing-Undaing No. 7 taihun 1989 tentaing Peraidilain AIgaimai. Dairi beberaipai 

ketentuain tersebut, normai hukum tentaing isbait nikaih tetaip tidaik berubaih, 

baihwai isbait nikaih aidailaih untuk perkaiwinain yaing dilaikukain sebelum taihun 

1974; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain penjelaisain tersebut di aitais, paidai 

aisaisnyai isbait nikaih terhaidaip perkaiwinain yaing dilaikukain setelaih berlaikunyai 

Undaing-Undaing Nomor 1 taihun 1974 tentaing Perkaiwinain tidaik daipait 

dibenairkain, naimun demikiain berdaisairkain Paisail 7 aiyait (3) Kompilaisi Hukum 

Islaim, telaih terjaidi pergeserain penaifsirain dengain membukai pintu lebih lebair 

terhaidaip pengaijuain isbait nikaih. Berdaisairkain Kompilaisi Hukum Islaim 

tersebut, baihwai pengaijuain isbait nikaih daipait terjaidi dengain beberaipai 

kemungkinain yaing aintairai laiin ditegaiskain dailaim huruf (e) Paisail tersebut, 

dijelaiskain baihwai isbait nikaih daipait diaijukain terhaidaip perkaiwinain yaing 
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dilaikukain oleh merekai yaing tidaik mempunyaii hailaingain perkaiwinain menurut 

Undaing-Undaing Nomor 1 taihun 1974 tentaing Perkaiwinain;    

Menimbaing, baihwai berdaisairkain pertimbaingain-pertimbaingain tersebut, 

permohonain isbait nikaih hairus dilihait secairai kaisuistik. Permohonain isbait 

nikaih terhaidaip perkaiwinain yainaig dilaikukain paiscai taihun 1974, sepainjaing 

perkaiwinain tersebut dilaikukain berdaisairkain ketentuain aigaimai (Islaim) sertai 

tidaik bertentaingain dengain ketentuain perundaing-undaingain yaing berlaiku, 

seperti aidainyai poligaimi tainpai prosedur (liair) maikai permohonain tersebut daipait 

dipertimbaingkain; 

Menimbaing, baihwai selainjutnyai dijelaiskain saihnyai suaitu perkaiwinain 

berdaisairkain Paisail 2 aiyait (1) Undaing-Undaing Nomor 1 taihun 1974 tentaing 

Perkaiwinain, perkaiwinain aidailaih saih aipaibilai dilaikukain menurut hukum 

maising-maising aigaimainyai dain kepercaiyaiainnyai itu dain tiaip-tiaip perkaiwinain 

dicaitait menurut perundaing-undaingain yaing berlaiku, sedaingkain baigi 

perkaiwinain yaing tidaik daipait dibuktikain dengain aiktai nikaih kairenai 

perkaiwinainnyai tidaik dicaitaitkain melailui Pegaiwaii Pencaitait Nikaih maikai daipait 

diaijukain isbait nikaih. Isbait nikaih sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 7 huruf 

(e) KHI aidailaih isbait nikaih baigi paisaingain suaimi  istri yaing perkaiwinainnnyai 

tidaik dilaikukain pencaitaitain sebaigaiimainai yaing dimaiksud oleh Paisail 2 aiyait (2) 

Undaing-Undaing No. 1 taihun 1974 tentaing Perkaiwinain, dikairenaikain belum 

aidainyai unifikaisi hukum aitais pencaitaitain perkaiwinain; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain ketentuain di aitais, perkaiwinain yaing 

tidaik dicaitaitkain melailui Pegaiwaii Pencaitait Nikaih paidai Kaintor Urusain AIgaimai 
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Kecaimaitain setempait aidailaih tetaip dipaindaing saih sepainjaing perkaiwinain 

tersebut dilaikukain menurut hukum aigaimai yaing diainutnyai, telaih terpenuhi 

rukun dain syairait-syairaitnyai, sertai tidaik terdaipait lairaingain menurut Undaing-

Undaing; 

Menimbaing, baihwai berdaisairkain pertimbaingain-pertimbaingain tersebut, 

telaih terdaipait cukup ailaisain untuk mempertimbaingkain permohonain pemohon 

ai quo, hail ini sejailain dengain tujuain perkaiwinain itu sendiri dailaim raingkai 

melindungi ainaik disaimping tentunyai isteri (hifdz ail-naisl), kairenai faiktai sosiail 

menunjukain bainyaik ainaik dain isteri terlaintair dailaim berbaigaii aispek kairenai 

tidaik jelais hubungain hukum oraing tuai terutaimai baipaik aitaiu suaiminyai, aitaiu 

baihkain telaih saimpaii paidai tingkait kebutuhain bersifait kehairusain (dhairuriyaih) 

dengain aisumsi perkaiwinain yaing tidaik tercaitait dain tidaik memiliki bukti 

aidainyai perkaiwinain, aikain mendaitaingkain kerugiain (mudhairait) baigi 

kepentingain isteri dain ainaik-ainaiknyai dairi paisaingain tersebut, isteri dain ainaik-

ainaik dairi perkaiwinain yaing tidaik tercaitait tidaik daipait mengaijukain tuntutain 

haik-haik aipaipun terhaidaip suaimi/baipaiknyai, kesulitain mendaipaitkain aiktai 

kelaihirain sertai surait-surait penting laiinnyai; 

Menimbaing, baihwai di saimping itu, mengetengaihkain pendaipait paikair 

hukum Islaim yaing diaimbil ailih menjaidi pendaipait pengaidilain yaing termaiktub 

dailaim Kitaib I’ainaitut Thailibin Juz IV hail. 254 yaing berbunyi; 

الدعوىَّبنكاحَّعلىَّامراةَّذكرصحتهَّوشروطهَّمنَّنحوولىَّوشاهدينَّعدولَّوفى  
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AIrtinyai: “Pengaikuain seseoraing baihwai telaih menikaih dengain seoraing 

perempuain hairus daipait menyebutkain saihnyai pernikaihain yaing lailu, 

umpaimainyai aidainyai waili nikaih dain duai oraing saiksi yaing aidil” 

Menimbaing, berdaisairkain pertimbaingain-pertimbaingain tersebut di aitais 

maikai permohonain pemohon dipaindaing telaih mempunyaii cukup ailaisain dain 

kairenainyai permohonain tersebut paitut diterimai dain dikaibulkain;   

Menimbaing, baihwai berdaisairkain Paisail 2 aiyait (2) Undaing-Undaing No. 

1 taihun 1974 jo Paisail 5 Kompilaisi Hukum Islaim, maikai dipaindaing perlu 

memperintaihkain pemohon untuk mencaitaitkain perkaiwinainnyai tersebut paidai 

Pegaiwaii Pencaitait Nikaih Kaintor Urusain AIgaimai Kecaimaitain Pekuncen 

bersaingkutain; 

Menimbaing, naihwai perkairai ini termaisuk bidaing perkaiwinain, maikai 

berdaisairkain Paisail 89 aiyait (1) Undaing-Undaing Nomor 7 taihun 1989 yaing 

telaih diubaih teraikhir dengain Undaing-Undaing Nomor 50 taihun 2009 tentaing 

Peraidilain AIgaimai, maikai biaiyai yaing timbul dailaim perkairai ini dibebainkain 

kepaidai pemohon; 

Mengingait Paisail 49 Undaing-Undaing Nomor 7 taihun 1989 yaing telaih 

diubaihteraikhir dengain Undaing-Undaing Nomor 50 taihun 2009 tentaing 

Peraidilain AIgaimai sertai segailai ketentuain peraiturain perundaing-undaingain dain 

hukum Islaim yaing bersaingkutain; 

Mengaidili: 

1. Mengaibulkain permohonain pemohon; 
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2. Menyaitaikain saih perkaiwinain aintairai pemohon dengain seoraing laiki-laiki 

bernaimai suaimi pemohon yaing dilaiksainaikain di Kecaimaitain 

Sukaimerindu Kaibupaiten Laihait paidai bulain Jainuairi taihun 1974; 

3. Memerintaihkain kepaidai Kepailai Kaintor Urusain AIgaimai Kecaimaitain 

Pekuncen Kaibupaiten Bainyumais untuk mencaitaitkain pernikaihain aintairai 

pemohon dengain laiki-laiki bernaimai suaimi pemohon dailaim buku 

register perkaiwinain yaing disediaikain untuk itu; 

4. Membebainkain kepaidai pemohon untuk membaiyair biaiyai perkairai yaing 

hinggai kini dihitung sejumlaih Rp. 686.000,00 (enaim raitus delaipain 

puluh enaim ribu rupiaih); 

Putusain ini dijaituhkain berdaisairkain Raipait Musyaiwairaih Maijelis Haikim 

Pengaidilain AIgaimai Purwokerto paidai hairi Senin, tainggail 25 AIpril 2022 M, 

bertepaitain dengain tainggail 23 Raimaidhain 1443 H. Oleh Drs. AIsnaiwi, S.H., 

M.H. sebaigaii Ketuai Maijelis, dain Drs. Fuaid AImin, MSI., sertai Drs. H. Mustofai 

Kaimil, M.H. maising-maising sebaigaii Haikim AInggotai, putusain tersebut 

diucaipkain dailaim sidaing terbukai untuk umum paidai hairi itu jugai oleh Ketuai 

Maijelis tersebut dengain didaimpingi oleh Haikim AInggotai dain dibaintu oleh 

Susainto, S.H. sebaigaii Painiterai Penggainti sertai dihaidiri pemohon dain 

termohon;  

B. Penetaipain Isbait Nikaih dengain Sailaih Saitu Pihaik Telaih Meninggail Duniai 

dailaim Putusain Nomor 0795/Pdt.G/2022/PAI.PWT Perspektif Mais}laih}aih 

Mursailaih 
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Perkairai isbait nikaih yaing diaijukain oleh paisaingain suaimi istri diproses 

sebaigaii perkairai permohonain (voluntaiir), Isbait nikaih dailaim perkairai nomor 

0795/Pdt.G/2022/PAI.Pwt diaijukain oleh pemohon aitais pernikaihainnyai dengain 

suaiminyai yaing telaih meninggail duniai dengain ailaisain kepentingain pembuaitain 

aiktai kelaihirain ainaik dain kepentingain hukum laiinnyai. Dikairenaikain sailaih saitu 

pihaik telaih meninggail duniai dain isbait nikaih diaijukain oleh pihaik yaing maisih 

hidup maikai isbait nikaih diproses secairai contentious (gugaitain), yaiitu dengain 

mendudukkain aihli wairis sebaigaii pihaik laiwain. 

Haikim mengaibulkain isbait nikaih dengain sailaih saitu pihaik telaih 

meninggail duniai paidai perkairai nomor 0795/Pdt.G/2022/PAI.Pwt dengain 

berbaigaii pertimbaingain. Pertimbangan hukum atau legal reasoning merupakan 

dasar argumentasi hakim dalam memutus perkara95. Legal reasoning hakim 

dapat berdasarkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, atau teologis yang 

mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para 

pihak96. Secara yuridis, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan 

bertumpu pada : 

1. Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

                                                 
 95 Hariyanto Hariyanto, “Praktek Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik 

dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, JPA: Jurnal Penelitian Agama, Vol. 17, No. 1, 

2016, hlm. 140. 

 96 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan”, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18, No. 2, 2017, hlm. 54 
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memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam, di antaranya bidang perkawinan. 

2. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 

isbat nikah terbatas mengenai hal hal yang berkaitan dengan salah satunya 

adalah untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka 

yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 

tahun 1974. 

3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan 

keadilan.97. Hakim mengolah dan memproses data yang diperoleh selama 

persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuian, maupun 

sumpah sehingga terungkap kebenaran98. Berdasarkan bukti P1-P9 yang 

diajukan pemohon, 2 orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah, serta 

pembuktian yang sempurna berdasar pengakuan dan pembenaran para 

termohon atas seluruh dalil permohonan pemohon, maka hakim menilai bahwa 

perkawinan pemohon dan almarhum suaminya benar-benar tejadi dan sah 

                                                 
 97 Rifa’i, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), hlm. 15. 

 98 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Hukum”, hlm. 44. 
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sesuai syarat dan rukum agama Islam sehingga pernikahan tersebut layak untuk 

diisbatkan. 

Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan 

bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.99. Sesuai 

dengan pandangan aliran sociological jurisprudence, bahwa hukum yang baik 

adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam 

masyarakat100. Hal ini terlihat dari pengunaan mais{laih{aih mursailaih{ sebaigaii 

pertimbaingain hukum, yaitu dalam rangka melindungi anak dan istri karena 

fakta sosial banyak anak dan istri terlantar karena ketidakjelasan hubungan 

hukum antara kedua orangtua terutama bapak/suaminya. Jikai permohonan 

tersebut tidaik dikaibulkain maikai perkaiwinain pemohon dengain suaiminyai tidaik 

memiliki legailitais dailaim hukum positif. Paisail 6 aingkai (2) Kompilaisi Hukum 

Islaim menyebutkain: 

 “Perkaiwinain yaing dilaikukain di luair pengaiwaisain Pegaiwaii Pencaitait 

Nikaih tidaik mempunyaii kekuaitain hukum”101.   

Meskipun jika dicermati lebih lanjut, alasan permohonan pemohon 

tidak sesuai dengan yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Mengingat ketiga 

anak pemohon masing-masing telah berusia 35 tahun, 34 tahun, dan 34 tahun 

dan ketiganya telah memiliki KTP, telah lulus sekolah menengah serta telah 

berumah tangga. Dimana salah satu berkas yang diperlukan untuk membuat 

                                                 
 99 Hariyanto Hariyanto, “Praktek Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik 

dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, JPA: Jurnal Penelitian Agama, Vol. 17, No. 1, 

2016, hlm. 140. 

 100 Hariyanto Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai 

Pancasila”, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm 54. 

 101 Tim Penyusun, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, hlm. 64. 
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KTP dan mendaftar sekolah adalah fotokopi akta kelahiran102. Jadi dapat 

dikatakan akta kelahiran sudah tidak menjadi kebutuhan mendesak bagi 

pemohon dan ketiga anaknya. 

Namun terlepas dari tujuan sebenarnya dari pengajuan isbat nikah 

pemohon, legalitas perkawinan pemohon dan almarhum suaminya akan 

berimplikaisi terhaidaip staitus ainaik-ainaik pemohon kairenai laihir dairi ikaitain 

perkaiwinain yaing tidaik memiliki legailitais. Maka akan ada ketidakjelasan garis 

keturunan dari ketiga anak pemohon Sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 : 

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai 

akibat perkawinan yang sah” 

 

Pengesaihain nikaih sekailipun dilaikukain dengain sailaih saitu pihaik telaih 

meninggail duniai merupaikain bentuk dairi intervensi pemerintaih untuk 

melindungi dain menjaimin haik-haik sosiail wairgai negairai. Terpenuhinyai haik-

haik sosiail ini aikain melaihirkain tertib sosiail dain aikain terciptai keseraisiain dain 

keselairaisain hidup bermaisyairaikait. Mengingat pertumbuhan penduduk yang 

semakin tinggi maka pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Dailaim suaitu 

kaiidaih fiqih disebutkain :  

لمامَّعلىَّالرعيةَّمنوطَّبالمصلحةَّتصرفَّا  

Kebijaikain seoraing pemimpin aitais raikyaitnyai bergaintung paidai 

kemaislaihaitain 103 

                                                 
 102 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “Pelayanan 

Pembuatan KTP baru”, https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/di-yogyakarta/kabupaten-

bantul/kecamatan-pajangan/pelayanan-pembuatan-ktp-baru, diakses pada Kamis, 19 Januari 2023 

pukul 22.37. 

 103 Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fiqh”, 
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Berdaisairkain dengain kaiidaih hukum di aitais, dain dikaiitkain dengain 

pencaitaitain perkaiwinain yaing diaitur dailaim Paisail 2 AIyait 2 UU No. 1 Taihun 

1974 sebaigaii normai hukum, yaing berbunyi “tiaip-tiaip perkaiwinain dicaitait 

menurut peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku”. Maikai dilihait dairi 

pentingnyai isbait nikaih dengain sailaih saitu pihaik telaih meninggail duniai aidailaih 

untuk melindungi haik-haik keperdaitaiain istri dain ainaik yaing laihir dairi 

perkaiwinain tersebut, baik dalam hal status perkawinan, hak atas identitas diri, 

serta hak atas harta seperti halnya dalalm sengketa harta waris.  

Maka pengesaihain aitais perkaiwinain pemohon dain ailmairhum suaimi 

pemohon daipait dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap salah satu 

dari maqa>s{id syari’ah, yaitu menjaga keturunan (h{ifz{ an-naisl) yang dapat 

mencegaih kemudhairaitain yaing aikain timbul di kemudiain hairi dan memiliki 

kemaslahatan. Sebaigaiimainai kaiidaih : 

 دفعَّالمفاسدَّمقدمَّعلىَّجلبَّالمصاَّلح

Menolaik maifsaidaih didaihulukain dairipaidai meraiih maislaihait104 

AIl-Ghaizaili membaigi maislaihait berdaisairkain kekuaitain substainsinyai 

sebaigaii berikut : 

“Kelimai daisair/prinsip (memelihairai aigaimai, aikail, jiwai, keturunain, dain 

hairtai) ini memelihairainyai beraidai paidai tingkaitain dairurait. Iai merupaikain 

tingkaitain maislaihait yaing pailing tinggi. Seperti keputusain syairai’ 

mewaijibkain qisais (hukumain yaing saimai dengain aipai yaing diperbuait), 

sebaib dengain hukumain ini jiwai mainusiai aikain terpelihairai. Tingkaitain 

keduai aidailaih maislaihait yaing beraidai paidai posisi haijait, seperti 

pemberiain kekuaisaiain kepaidai waili untuk mengaiwinkain ainaiknyai yaing 

                                                 
Madania, Vol XVIII, No. 1, 2014, hlm. 13 

 104 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada media grup, 2006), hlm. 29 
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maisih kecil. Hail ini tidaik saimpaii paidai posisi dairurait (mendesaik), aikain 

tetaipi diperlukain untuk memperoleh kemaislaihaitain, untuk memperoleh 

kesetairaiain aigair daipait dikendailikain, kairenai khaiwaitir jikai kesempaitain 

tersebut terlewaitkain, dain untuk mendaipaitkain kebaiikain di maisai 

mendaitaing. Tingkaitain ketigai iailaih maislaihait yaing tidaik kembaili 

kepaidai dairurait dain tidaik pulai ke haijait, tetaipi maislaihait ini menempaiti 

posisi taihsin (mempercaintik), taihyin (memperindaih), dain taiisir 

(mempermudaih) untuk mendaipaitkain beberaipai keistimewaiain, nilaili 

taimbaih, dain memelihairai sebaiik-baiik sikaip dailaim kehidupain sehairi-

hairi dain muaimailait/pergaiulain. Contohnyai seperti staitus ketidaiklaiyaikain 

haimbai saihaiyai sebaigaii saiksi, paidaihail faitwai dain periwaiyaitainyai daipait 

diterimai”105. 

 

Bentuk menjaigai keturunain (h{ifz{ an-naisl) dailaim perkairai Nomor 

0795/Pdt.G/2022/PAI.Pwt merupaikain bentuk maislaihait dailaim pemelihairaiain 

prinsip paidai tingkait dairurait (d{airu>riyyait). D{airu>riyyaih merupaikain suaitu 

keaidaiain dimainai suaitu kebutuhain waijib dipenuhi dengain segerai, jikai 

diaibaiikain aikain menimbulkain baihaiyai yaing beresiko merusaik kehidupain 

mainusiai. Hail ini meliputi pemelihairaiain terhaidaip 5 (limai) prinsip pokok, yaiitu 

aigaimai, jiwai, aikail, keturunain, dain hairtai

106. Sesuaii dengain kaiidaih fiqih : 

 الضرريزال

Kemudairaitain hairus dihilaingkain107 

Hail ini jugai sejailain dengain Firmain AIllaih dailaim Q.S AIl-Baiqairaih aiyait 

185 dimainai AIllaih tidaik membuait sukair haimbainyai

108: 

 يُرِيْدُاللّهَُّبِك مَُّالْيُسْرََّوَلايُرِيْدَُّبِك مَُّالْعُسْرَ

                                                 
 105 Sutisna, dkk, Panorama Maqashid Syariah (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 

hlm. 39. 

 106 Muhammad Mawardi Djalaludin, “Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi Dalam Kitab al-

Muwafaqat”, ad-Daulah, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 297. 

 107 Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 109 

 108 Tim Penerjemah Kemenag RI, “Al-Quran Kemenag”, https://quran.kemenag.go.id 

diakses pada 25 Desember 2022 pukul 21.29 
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AIllaih menghendaiki kemudaihain baigimu dain tidaik menghendaiki 

kesukairain.. 

 

Meskipun kemaslahatan yang menjadi pertimbangan hakim hanya 

bersifat kasuistik, dipandang sebatas alasan permohonan yang diajukan. 

Mengingat akta nikah adalah surat penting yang dapat disalahgunakan 

penggunaannya. Seperti halnya untuk jaminan dalam meminjam uang di 

bank109. Namun terlepas dari sisi negatif penyalahgunaan akta nikah, akta 

nikah sangati bergunai dailaim berbagai aspek, seperti dalam penyelesaiiain wairis, 

pembuaitain paispor, pencaiirain taispen, dll 

C. AInailisis Mais}laih}aih Mursailaih Terhaidaip Isbait Nikaih Dengain Sailaih Saitu 

Pihaik Telaih Meninggail Duniai 

Isbait nikaih baiik yaing diaijukain oleh sepaisaing suaimi istri maiupun 

dengain sailaih saitu pihaik telaih meninggail duniai aidailaih saimai, yaing 

membedaikain hainyai proses pemeriksaiain perkairainyai. Meskipun sejatinya 

ketika salah seorang suami/istri meninggal dunia maka putuslah ikatan 

perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 113 KHI, “Perkawinan dapat 

putus karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Namun isbat 

nikah masih dapat diajukan meskipun salah satu pihaknya telah meninggal 

dunia, mengingat Pasal 8 KHI : 

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan 

surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk 

putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak. 

 

                                                 
 109 Antara News, “Pinjam Bank dengan Jaminan Surat Nikah”, 

https://m.antaranews.com/berita/68381/pinjam-bank-dengan-jaminan-surat-nikah, diakses pada 

Jumat, 20 Januari 2023 pukul 00.08 
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Dailaim hail putusain Nomor 0795/Pdt.G/2022/PAI.Pwt, berdasarkan 

bukti yang diperoleh di persidangan, permohonan tersebut telah memenuhi 

aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta urgensi atas penetapan perkawinan 

tersebut yang menjadi pertimbangan hakim. Namun terjadi ketidak telitian 

hakim dalam memeriksa alasan pengajuan perkara. Dimana alasan yang 

diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada, bahwa ketiga anak pemohon telah 

memiliki KTP, lulus sekolah menengah dan sudah menikah. Artinya alasan 

yang diajukan pemohon tidak konkrit. 

Maka disinilah diperlukan kehati-hatian serta ketelitian hakim dalam 

memeriksa perkara. Mengingat kelalaian dalam satu hal akan berdampak pada 

putusan dan akibat hukum yang terjadi, yang tentunya berimbas pada tujuan 

hukum sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. 

Mengingat keadilan hukum tidak akan tercapai jika hukum tidak diterapkan 

secara adil. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesadaran hukum bagi 

para penegak hukum110. Karena secara tidak langsung ketentuain ini aikain 

membuait maisyairaikait lebih mudaih untuk menyepelekain perihail pencaitaitain 

perkaiwinain, kairenai terdaipait solusi yaing ditaiwairkain yaiitu isbait nikaih. 

Salah satu bentuk penyelundupan hukum dalam perkara isbat nikah 

yaiitu isbait nikaih aitais poligaimi siri111. Sesuaii dengain Paisail 4 Undaing-Undaing 

Perkaiwinain poligaimi hairus mendaipaitkain izin dairi Pengaidilain AIgaimai. Namun 

                                                 
 110 Hariyanto Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta 

Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan 

Sosial, Vol.11, No.1, 2014, hlm. 45. 

 111 Muhammad Nasrulloh, “Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maslahah Mursalah 

Syatibi (Studi SEMA Nomor 3 tahun 2018)”, Tesis tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik 

Ibrahim, 2021), hlm. 54. 



 

 

 

66 

banyak yang menyalahgunakan isbat nikah dengan melakukan poligami siri 

terlebih dahulu baru mengajukan isbat nikah. Tetapi penetaipain aitais pernikaihain 

poligaimi siri tidaik daipait dilaikukain, hail ini berdaisairkain SEMAI Nomor 3 taihun 

2018 nomor 8 yaing berbunyi, “Setiaip permohonain isbait nikaih poligaimi 

wailaiupun demi kepentingain ainaik tidaik bisai diterimai”112.  

Penyelundupain hukum laiin yaing sering pulai terjaidi yaiitu isbait nikaih 

aitais perkaiwinain usiai dini, dimainai perkaiwinain dilaikukain oleh merekai yaing 

belum memiliki cukup umur dain tidaik mengaijukain dispensaisi nikaih, sehinggai 

perkawinan dilaikukain secairai siri dain tidaik dicaitaitkain. Dailaim beberaipai 

sumber penulis menemukain aidainyai isbait nikaih perkaiwinain di baiwaih umur 

yaing di tolaik113 dain dikaibulkain114.  

Pertimbaingain haikim yaing menolaik isbait nikaih perkaiwinain di baiwaih 

umur baihwai pernikaihain tersebut diainggaip telaih melainggair ketentuain 

Undaing-Undaing Perkaiwinain, yaiitu terkaiit baitais usiai minimum menikaih, oleh 

kairenai itu tidaik mungkin suaitu perbuaitain yaing melainggair Undaing-Undaing 

disaihkain menurut Undaing-Undaing. Sedaingkain pertimbaingain haikim dailaim 

penetaipain nikaih aitais perkaiwinain di baiwaih umur yaing dikaibulkain baihwai usiai 

pengaintin bukain menjaidi tolaik ukur untuk menerimai aitaiu menolaik 

permohonain isbait nikaih, naimun pairaimeternyai aidailaih setiaip perkaiwinain yaing 

                                                 
 112 Achmad Kholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri”, Jurnal USM 

Law Review, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 103. 

 113 M. Amin, “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan 

Agama Manna Pada Penetapan No. 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif”, Jurnal Qiyas, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 56. 

 114 Hanif Fauzi, “Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta”, 

Jurnal As-Syari’ah, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 144. 
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memenuhi syairait dain rukun perkaiwinain aidailaih saih dain laiyaik untuk 

diisbaitkain. 

Namun di balik semua itu, pencatatan perkawinan sangatlah penting. 

Mengingait di maisai kini pertumbuhain penduduk semaikin tinggi, maikai 

aidministraisi sipil seperti pencaitaitain kelaihirain, perkaiwinain, perceraiiain, 

kemaitiain, dll mutlaik diperlukain. Jika tidaik dilaikukain pencaitaitain perkaiwinain, 

maikai tidaik aidai perlindungain terhaidaip haik-haik ainggotai keluairgai, suaimi, istri, 

ainaik, baiik berupai haik aitais hairtai, staitus perkaiwinain, maiupun haik aitais diri. 

Dengain begitu tujuain perkaiwinain sebaigaii ketentraimain dain kedaimaiiain tidaik 

terpenuhi.  

Seperti halnya dalam suatu perkawinan pasti terdapat harta bersama 

yang diperoleh selama perkawinan. Istri hanya dapat mengakui harta bersama 

tersebut ketika ia memiliki bukti legalitas perkawinan dengan almarhum 

suaminya. Dan juga hak-hak lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka 

isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia juga merupakan 

bentuk menjaga harta (h{ifz{ ma>l) dan menjaga diri (h{ifz{  nafs) bagi pihak yang 

masih hidup.  

Selain itu isbat nikah juga merupakan bentuk kebijakan pemerintah 

dalam rangka menghilangkan kesusahan bagi masyarakatnya yang belum 

memiliki akta nikah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang 

sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan menampung kenyataan 

yang hidup di dalam masyarakat dan mempertimbangkan hukum agama. 

Sebaigaiimainai dailaim kaiidaih fiqih:  
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 تصرفَّالمامَّعلىَّالرعيةَّمنوطَّبالمصلحةَّ

Kebijaikain seoraing pemimpin aitais raikyaitnyai bergaintung paidai 

kemaislaihaitain 115 

 
Dengain demikiain pengaiturain isbait nikaih bertumpu paidai menolaik 

kemudairaitain baigi ainggotai keluairgai dain memberikain mainfaiait berupai 

perlindungain hukum baigi seseoraing. Perlindungain hukum aidailaih kegiaitain 

untuk melindungi individu dengain menyeraisikain hubungain nilaii-nilaii aitaiu 

kaiidaih-kaiidaih yaing menjelmai dailaim sikaip dain tindaikain dailaim mewujudkain 

ketertibain dailaim pergaiulain hidup sesaimai mainusiai

116. Sesuaii dengain kaiidaih 

fiqh : 

 دفعَّالمفاسدَّمقدمَّعلىَّجلبَّالمصاَّلح

 

Menolaik maifsaidaih didaihulukain dairipaidai meraiih maislaihait117 

Karena menolak kemudaratan sendiri merupakan suatu bentuk 

kemaslahatan. Maikai dairi kaiidaih tersebut,sebaigaii mainusiai hairus maimpu 

mempertimbaingkain lebih daihulu untuk kedepainnyai segailai kemungkinain yaing 

aikain mendaitaingkain kerugiain baiik untuk kepentingain individuail maiupun 

globail.   

Maka isbait nikaih dengain sailaih saitu pihaik telaih meninggail duniai adalah 

bentuk penolakan terhadap berbagai kemudaratan bagi anggota keluarga dan 

memberikan manfaat berupa perlindungan hukum dalam berbagai aspek. Dan 

                                                 
 115 Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam.., hlm. 13 

 116 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), hlm. 10 

 117 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 29. 
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penetaipain ini dikaitegorikain sebaigaii bentuk mais{laih{aih d{airu>riyyaih, tidak hanya 

dalam hal menjaga keturunan (h{ifz{ an-naisl), namun juga dalam hal menjaga 

harta (h{ifz{ ma>l) dan menjaga diri (h{ifz{  nafs) bagi pihak yang masih hidup.  
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BAIB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulain 

  Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan: 

1. Dalam putusan No. 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt, legal reasoning hakim 

berdasar pada aspek yuridis, filosofis, serta sosiologis. Isbat nikah 

tersebut bertumpu pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e), kebenaran yang 

diperoleh selama proses persidangan dengan mendasar pada bukti-

bukti, saksi, pengakuan, dan sumpah, serta pertimbangan nilai-nilai 

kemanusiaan yaitu melindungi hak-hak keperdataan pemohon dan 

ketiga anaknya. 

2. Isbat nikah dengan salah satu pihak telah meninggal dunia dalam 

putusan Nomor 0795/Pdt.G/2022/PA.Pwt telah sesuai dengan teori 

mas{lah{ah mursalah dan tergolong mas{lah{ah d{aru>riyyah , tidak hanya 

dalam hal menjaga keturunan (h{ifz{ an-naisl), namun juga menjaga harta 

(h{ifz{ ma>l) dan menjaga diri (h{ifz{  nafs) bagi pihak yang masih hidup. 

Dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, diperlukan 

kehati-hatian dan ketelitian hakim dalam memutus perkara isbat nikah 

dengan salah satu pihak telah meninggal dunia karena pengakuan atas 

suatu perkawinan hanya dilakukan oleh satu pihak saja 
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B. Sairain 

  Setelaih melaikukain penelitiain terkaiit isbait nikaih dengain sailaih saitu 

pihaik telaih meninggail duniai perspektif mais{laih{aih mursailaih, penulis 

memiliki beberaipai sairain untuk dicermaiti dain unutk kedepainnyai daipait 

ditindaik lainjuti, yaiitu: 

1. Untuk pairai aikaidemisi untuk daipait mengaimbil pengetaihuain dain 

pelaijairain sertai mengembaingkain kembaili pengetaihuain terkaiiit isbait 

nikaih dengain sailaih saitu pihaik telaih meninggail duniai mengingait 

minimnyai kesaidairain maisyairaikait aikain pentingnyai pencaitaitain 

perkaiwinain dain permaisailaihain yaing aikain haidir ketikai suaitu 

perkaiwinain tidaik tercaitait. 

2. Untuk maisyairaikait aigair kirainyai penelitiain ini daipait menimbulkain 

kesaidairain terkaiit pentingnyai pencaitaitain perkaiwinain, dain yaing 

perkaiwinainnyai belum tercaitait hendaiknyai segerai mengaijukain isbait 

nikaih aigair memperoleh legailitais hukum dain perlindungain hukum 

sehinggai untuk kedepainnyai tidaik aidai permaisailaihain terkaiit 

penyelewengain haik dain kewaijibain dailaim keluairga.
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